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ABSTRAK

Nama : IDE JUANG HUMANTITO

Program Studi : Magister Perencanaan dan Keloij&kdolik
Kekhususan Manajemen Strategis Sektor Publik

Judul

ANALISIS KETERKAITAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA
(Model Regresi Data Panel 26 Provinsi Tahun 20012007)

Tesisini membahas keterkaitan ketersediaan infrastruittradap persentase
penduduk miskin. Penelitian ini adalah penelitiamariitatif regresi data panel
dengan variabel dependen adalah persentase pendomgkin dan variabel
independen adalah jumlah SD, jumlah SMK, cakuparigh puskesmas keliling, dan
kapasitas produksi efektif perusahaan air bersita gganjang jaringan distribusi
listrik dan cakupan jalan per provinsi. Variabankol yang digunakan adalah
Distribusi Persentase PDRB tanpa Migas atas Daasga-HKonstan 2000 Lapangan
Usaha Pertanian, Laju Pertumbuhan PDRB, TingkdadnfKredit Bank Umum
berdasarkan Lokasi Bank Penyalur dibagi dengan P@2RBa migas atas dasar harga
konstan 2000, Rata - Rata Besarnya Anggota RumalggBa Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja dari Penduduk Berumur 15 Tahun kasAtAngka Partisipasi
Sekolah umur 7-12 dan Persentase penduduk yang ungaipkeluhan kesehatan
selama sebulan yang lalu menurut provinsi.

Hasil penelitian menunukkan bahwa seluruh varigimpenden ketersediaan
infrastruktur berpengaruh signifikan dan negatithéelap variabel persentase
penduduk miskin. Disarankan kepada Pemerintah ag@am perencanaan
pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meargi prosentase penduduk
miskin, dapat menyusun prioritas berdasarkan ritefisien variabel independen
yang membentuk model, berturut — turut yaitu cakupsnlah puskesmas keliling,
cakupan panjang jalan, jumlah SMK, jaringan disisiblistrik, jumlah SD dan
kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih.

Kata Kunci : Kemiskinan, infrastruktur
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ABSTRACT

Name : IDE JUANG HUMANTITO
Study Program : Postgraduate Degree in PlanniddPaiblic Policy
Title :

AN ANALYSIS OF POVERTY AND INFRASTRUCTURE IN INDONE SIA
(Panel data regression model of 26 provinces fon¢ years 2001 — 2007)

The objective of this research is to analyze tegticmship between the availability of
infrastructure and poverty in Indonesia using ecoeiwic model of panel data
regression model of 26 provinces for the years 20@007. The dependent Variable
used is percentage of population below poverty, larel the independent variables
used are the number of Primary School (SD), the bmwnof Vocational Senior
Secondary School (SMK), Mobile Health Center Cager, Effective Production
Capacity of Clean Water Company, Electric Energgtiihution Network and Road
Coverage. The controlled variables used are PexgenDistribution of GRDP
without Oil and Gas at 2000 Constant Price by ItialsOrigin of Agriculture,
Growth Rate of GRDP at 2000 Constant Price, IrdtatRate, Credit of Commercial
Bank based on Location of Banks divided by GRDFhaut Oil and Gas at 2000
Constant Price, Average Household Size, Labor F®&asdicipation Rate, School
Enroliment of population aged 7-12 years and Péacenof Population Who had
Health Complaint During The Previous Month.

Based on the result of this research, all the iaddpnt variables of infrastructure
availability have a significant and negative relasihip to percentage of population
below poverty line. According to this conclusiohetgovernment should continue to
improve the quantity and availability of infrasttue in the sector of education,
health, transportation, electric energy and cleaatew to eradicate poverty in
Indonesia.

Keywords : infrastructure, poverty
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BAB 1
PENDAHULUAN

11. LATARBELAKANG MASALAH

Keterkaitan kemiskinan dan infrastruktur dapathdili dari dua sisi yaitu
dampak ketersediaan infrastruktur terhadap konsufmnsumption effertdan
dampak ketersediaan infrastruktur terhadap prod(ksiduction effet Dampak
tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tildagsung.Dampak secara
langsung misalnya dalam bentuk harga bahan baga/jang lebih rendah. Dampak
secara tidak langsung misalnya meningkatnya ksahtdup dan terbukanya akses
pasar. Infrastruktur modern akan mengurangi bebamgomiskin, misalnya keluarga
yang memiliki akses terhadap listrik mengeluarkéyé# energi yang lebih rendah
dibandingkan dengan keluarga bukan miskin, Selaininfrastruktur modern juga
akan meningkatkan produktivitas UKM dan sekaligusnarunkan biaya transaksi.
Ekspansi pembangunan infrastruktur dasar bagi fgduaniskin atau daerah kantong
kemiskinan dan mendorong sektor swasta untuk bempektif untuk menyediakan
infrastruktur bagi daerah atau kegiatan yang skdatersial (Ikhsan, nd).

Ketersediaan infrastruktur mempengaruhi kegiateonomi. Hal ini terlihat
antara lain pada kegiatan sektor transportasi yaregnpengaruhi kegiatan distribusi
barang maupun penumpang. Produktivitas dan pengegaba industri juga
dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur ketahsigikan dan telekomunikasi.
Kesejahteraan masyarakat juga tergantung padaskdtaan infrastruktur perumahan
dan permukiman seperti air minum dan sanitasi. Bgiae hasil penelitian yang
mengkaitkan ketersediaan infrastruktur dan penitagk&esejahteraan menunjukkan
bahwa stabilitas pembangunan infrastruktur sangeitimy bagi aktivitas usaha.
Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, sarandugg dan air bersih mengurangi
jumlah penderita sakit, meningkatkan kualitas lungan dan jaringan telepon
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mendorong pengurangan kemiskinan. Hal ini ditegasideh Zaure (2007) yang

menyatakan bahwa :

The level of infrastructure development—stabletetaty, gas, water, and heat
supply— is important for the living conditions tfe population and for
business activities, and creates favorable cona&idor the activities of the
population. Infrastructure, which is also roads,ildings, good potable water
that reduces the quantity of illness, ecologicalpiavement, telephones,
computer development, better communication betwkencountryside and
cities, and access to hospitals, helps to reducemy. (Zaure, 2007)

Keterkaitan infrastruktur dengan kesejahteraan juagampaikan oleh
Canning dan Pedroni (2004) yang menyimpulkan baketarsediaan infrastruktur

mendorong pertumbuhan jangka panjang, walaupusrdierariasi antar negara.

Our results provide clear evidence that in the vasajority of cases
infrastructure does induce long run growth effe@sit we also find a great
deal of variation in the results across individuauntries. Taken as a whole,
the results demonstrate that telephones, elegtrigiénerating capacity and
paved roads are provided at close to the growthimenng level on average,
but are under-supplied in some countries and ouvppBed in others. These
results also help to explain why cross sectiontameé series studies have in the
past found contradictory results regarding a causat between infrastructure
provision and long run growthGCanning, 200%
O’Fallon (2003) juga menegaskan bahwaere is a definite link between
infrastructure investment and economic growth, igatarly in the longer-term
Infrastruktur fisik dan layanan yang disediakan upakan tomplementary capital
yang mensyaratkan adanya modal produktif, baik indddk maupun modal
manusia, untuk melakukan investasi dan menciptakeavasi dalam rangka
merealisasikan potensi pertumbuhan ekonomi. Sélai®’Fallon juga menegaskan
bahwainfrastructure investment on its own could not ¢teeaconomic potential, only
develop it where appropriate conditions exiBi sisi lain, Laporan Bank Dunia

Reaching The Poomahun 2005 menyimpulkan, hampir tidak ada korepasitif
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antara ketersediaan infrastruktur (kuantitas) tapa pengurangan tingkat

kemiskinan.

Pemerintah menyadari bahwa peningkatan kesejahteramsyarakat
mensyaratkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhamoak memerlukan
ketersediaan infrastruktur yang cukup. Hal ini &&nppar dari Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunakaldhgnengah Nasional
Tahun 2004 — 2009 yang menyebutkan masih rendgberyambuhan ekonomi yang
mengakibatkan rendah dan menurunnya tingkat kedseg#n rakyat yang
diindikasikan dengan jumlah dan persentase pengaaggerbuka dan penduduk
miskin dan permasalahan penurunan kuantitas malgpahitas pelayanan dan

penyediaan infrastruktur.

Sejak krisis tahun 1998, kondisi pelayanan dan @diagan infrastruktur yang
meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energis,ptelekomunikasi dan informatika,
sumber daya air, serta perumahan, pelayanan aimmidan penyehatan lingkungan,
mengalami penurunan kuantitas maupun kualitasni#al ini diindikasikan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (20@@nhg mengungkapkan
bahwa:

Indonesia has relatively low level of infrastru@uservice coverage, for
instance: water supply (39% of urban populatiomad density level (1,6
km/1000 people), electricity consumption (319 kwtapita) with 45% of
households are not connected to electricity, urlsanitation service (3%),
fixed line teledensity (only 27 lines per 1000 pepp

Di sisi lain, dalam Strategi Nasional Pemberantasamiskinan (SNPK)

disebutkan bahwa Pemerintah telah melaksanakamagdgarbpaya untuk mengurangi

! Berdasarkan hasil survey Komite Pemantauan Pelaisa®tonomi Daerah untuk iklim investasi
tahun 2007, Bambang Brodjonegoro mengatakan baleludan utama pelaku bisnis di daerah terhadap pemda
dalam kontek&conomic governancadalah manajemen infrastruktur yang lemah. Haeirgambar dari kecilnya
alokasi APBD untuk infrastruktur dan lambannya stgdemda membetulkan infrastruktur yang rusak, abngla
kualitas infrastruktur yang ada, serta hampir tiddinya tambahan infrastruktur balkofpas 24 April 2009,
p.45-1).
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kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangananky kesehatan dan
pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangpedanian, pemberian dana
bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dalamppmgan. Dokumen SNPK
dimaksud juga menjelaskan bahwa krisis ekonomi ysmgdi sejak Juli 1997
membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakét; ynelemahnya kegiatan
ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan plkaadiadnemburuknya kondisi
prasarana dan sarana umum, menurunnya ketertibamrmunan ketenteraman
masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarak@dap birokrasi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Krisis ogkopuga mengakibatkan
bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Buruknya kondisi infrastruktur berdampak sangatslulmfrastruktur yang
seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan kini m@&njaenyumbang utama
ekonomi biaya tinggi dan kendala dalam pertumuhleon@mi dan pengurangan
kemiskinan. Pelaku usaha juga harus menanggungnbekanomi biaya tinggi
terutama akibat dari buruknya infrastruktur jalam gbrasarana angkutan serta krisis
listrik yang membuat tingginya biaya aktivitas dlsisi dan ekspor impor.
Buruknya kondisi infrastruktur “juga menyebabkan damya pula potensi
pengembangan ekonomi wilayah. Hal ini terbukti g@ntumbuhan ekonomi wilayah
Jabar dan Jatim bagian selatan yang relatif tggihdibandingkan wilayah pantura
karena infrastruktur yang relatif tertinggaKdmpas 24 april 2009, p.46).
Perkembangan investasi di Indonesia saat ini behenyebar secara merata antar

daerah Bappenas, 2007)

Berkaitan dengan bidang IlImu Ekonomi sub bidangefm&nanaan dan
Kebijakan Publik Konsentrasi Manajemen Sektor Rullekhususan Manajemen

Infrastruktur yang menjadi bagi integral dari studing kini dilaksanakan oleh

2 Data tahun 2005 menunjukkan bahwa DKI Jakarta aargrovinsi dengan nilai investasi tertinggi @%)
sedangkan Provinsi Maluku Utara dan Maluku hang® @an 0,02 persen dari total investasi di Indiane3elain layanan
perijinan dan dukungan sumber daya, hal ini juglthbkan ketersediaan infrastruktur. Kondisi ikbdfirmasikan juga
dalam Global Competitiveness report 2008 — 2009 yaenempatkan buruknya infrastruktur sebagai fakénlua terpenting
setelah inefisiensi birokrasi sebagai penghamiaamhatberbisnis di Indonesia.
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penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan pgae mengenai keterkaitan
ketersediaan infrastruktur dengan kemiskinan yaitgandgkan dalam suatu tesis
berjudul:  Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap
Kemiskinan Di Indonesia dengan menggunakan Model Regresi Data Panel 26
Provinsi Tahun 2001 — 2007.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latakdmejamasalah, maka
penulis mengemukakan rumusan masalah “Bagaimanieddankaitan ketersediaan
infrastruktur terhadap persentase penduduk miskin?”

1.3. TUJUAN PENELITIAN
Hasil studi literatur dan kajian empiris menunjukkzentingnya ketersediaan

infrastruktur dalam upaya menurunkan kemiskinannda@ mengacu pada hal

tersebut maka tujuan tesis ini adalah menjawabapgaian mengenai keterkaitan

ketersediaan infrastruktur terhadap kemiskinan yaagcakup:

1. Keterkaitan ketersediaan infrastruktur pendidikarhadap persentase penduduk
miskin

2. Keterkaitan ketersediaan infrastruktur kesehatahatiap persentase penduduk
miskin

3. Keterkaitan ketersediaan infrastruktur air bergthadap persentase penduduk
miskin

4. Keterkaitan ketersediaan infrastruktur ketenagdélisin terhadap persentase
penduduk miskin

5. Ketersediaan infrastruktur perhubungan darat teqhagersentase penduduk
miskin
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1.4.

1.

1.5.

1.6.

HIPOTESA

Hipotesis yang diuji dalam tesis ini adalah :
Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang dicekam dari jumlah SD dan
jumlah SMK berpengaruh negatif dan signifikan tedm persentase penduduk
miskin
Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang diceramniari cakupan jumlah
puskesmas keliling berpengaruh negatif dan sigmifikerhadap persentase
penduduk miskin
Ketersediaan infrastruktur air bersih yang dicekam dari jumlah kapasitas
produksi efektif perusahaan air bersih berpengamegatif dan signifikan
terhadap persentase penduduk miskin
Ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan yangeminkan dari panjang
jaringan distribusi listrik berpengaruh negatif dagnifikan terhadap persentase
penduduk miskin
Ketersediaan infrastruktur perhubungan darat yaocgrmhinkan dari cakupan
panjang jalan berpengaruh negatif dan signifikahaigap persentase penduduk

miskin

RUANG LINGKUP PENELITIAN
Penelitian mencakup data panel 26 provinsi tatd@i2— 2007.

KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunsemagai berikut:

Segi Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbanga@migiran dalam

pengembangan ilmu ekonomi khususnya bidang iimermamaan dan kebijakan

publik. Disamping itu, hasil penelitian diharapkarenjadi bahan bandingan bagi

peneliti dalam bidang yang sama di masa mendatang.
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b. Segi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masuka&pada pemerintah
mengenai pentingnya memahami keterkaitan kondfsastruktur terhadap upaya

penanggulangan kemiskinan.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB | : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3.  Tujuan Penelitian

1.4. Hipotesa

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian

1.6. Kegunaan Penelitian

1.7.  Sistematika Penulisan

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Klasifikasi Infrastruktur

2.2.  Pengertian dan Ukuran Kemiskinan

2.3. Ketersediaan Infrastruktur dan Pembangutkandmi : Beberapa hasil
penelitian yang mengkaitkan ketersediaan infragirutan kemiskinan serta
peningkatan kesejahteraan

BAB Il : KERANGKA PIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikiran

3.2.  Definisi Operasional Variabel

3.3.  Analisis Data

3.4. Alat Analisis

3.5 Pengukuran Variabel Infrastruktur dan Indeksni§kinan

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Model Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur tedm@adKemiskinan di
Indonesia

4.2  Analisis Model Keterkaitan Ketersediaan Infrastuikterhadap Kemiskinan
di Indonesia

4.3  Analisis Individual Effect

4.4  Analisis Ekonomi

BAB V: PENUTUP

5.1. Simpulan dan Implikasi Kebijakan

5.2.  Kontribusi dan Kelebihan serta Kelemahandesi

5.3 Saran
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

21. Pengertian dan Klasifikas Infrastruktur

Torrisi (2009) mengemukakan bahwa tidak terdapeini$i infrastruktur
yang baku. Tinbergen (1962) memperkenalkan pembedadara infrastruktur
(seperti jalan dan pendidikan) dengan suprastrukiegiatan manufaktur, pertanian
dan pertambangan) namun tidak mengemukakan defamsj tegas maupun referensi
teoritis dari istilah ini. Menurut Buhr (2003) istin infrastruktur yang lebih luas dan
dilihat dari sudut ilmu ekonomi didapatkan dariihkarya List (1841), Malinowski
(1944) dan Jochimsen (1966) tentang teori infratirudan kaitannya dengan
pembangunan berbasis ekonomi pasar. Menurut BW03}2 infrastruktur adalah
prakondisi yang penting bagi pembangunan ekonomiditagaskan oleh Jochimsen
(1966) bahwa infrastruktur adalah:

the sum of material, institutional and personalilisfes and data which are
available to the economic agents and which contebto realizing the
equalization of the remuneration of comparableuispin the case of a
suitable allocation of resources, that is completeegration and maximum
level of economic activitigg orrisi, 2009, p.6-).

Menurut Buhr (2003), Infrastruktur material mempanykarakteristik i)
memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, dan ii)ifaérproduksi massal. Tabel

berikut menunjukkan hubungan kebutuhan masyarakamhgah ketersediaan
infrastruktur.
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Tabel 2.1:
Hubungan K ebutuhan M asyar akat dengan
Ketersediaan Infrastruktur Material

K ebutuhan sosial Output Infrastruktur Infrastruktur Material
ekonomi (barang atau jasa)

K ebutuhan fisik

Air Air minum, air untuk kebutuhan reservoir, kanal, saluran irigasi,
industri, irigasi, air untuk PLTA pipa
Warmth gas, minyak, listrik, batu bara, energj landasan pengeboran, pipa,
nuklir pembangkit, tambang batu bara
Penerangan Listrik, Gas pembangkit listrik, sirkdidan
pipa
Kesehatan perawatan medis, pembuangan Iimdah rusalit, tempat sampah,
sistem limbah
Perlindungan dari Akomodasi, tempat kerja, perumahan, gedung
alam perlindungan banjir

K ebutuhan sosial

Keamanan Peraturan, perlindungan nilai mata | fasilitas kepolisian dan militer
uang, militer

Komunikasi penggunaan telepon, telvisi, radio, | fasilitas telekomunikasi, kantor
surat kabar pos

Pendidikan layanan pendidikan anak, perkuliahgngedung sekolah, taman belajar
penelitian, peminjaman buku perpustakaan

Moblitas Penggunaan jalan, rel, bandara, jalan, bandara, pelabuhan, rel
pelabuhan kereta, stasiun

Perlindungan udara dan air yang bersih penyaring udara, penjehan air

lingkungan

Sumber : Buhr (2003),

Tabel diatas menunjukkan bahwa infrastruktur matéersifat komplementer
satu dengan yang lain. Suatu jenis infrastruktuanakerfungsi apabila didukung
dengan jenis infrastruktur yang lain. Selain ituri® (2009) menjelaskan bahwa ciri
khas infrastruktur material yang kedua adalah ké&tersediaan barang / jasa
infrastruktur bagi rumah tangga atau perusahaaraéudividual. Hal ini disebabkan

adanya kendala biaya dalam produksi barang atamdayinfrastruktur. Infrastruktur
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material pada umumnya mempunyai biaya tetap yangasainggi sehingga harus
menghasilkan output dalam jumlah yang sangat besar.

Grigg (1988) mengemukakan istilah lain untuk bahmfeastruktur material
yaitu fasiltas fisik atapublic works. American Public Works AssociatiofAPWA)
menyatakan bahwa:

public works are the physical structures and faed that are developed or
acquired by the public agencies to house governmh&mictions and provide
water, power, waste disposal, transportation, amalar services to facilitate

the achievement of common social and economic tlgec

Selanjutnya dikemukakan beberapan jenis fasfigasyaitu :

1) Sistem penyediaan air bersih, termasuk da&servoir, transmisitreatment dan
fasilitas distribusi;

2) Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumptieatment pembuangan,
dan sistem pemakaian kembali;

3) Fasilitas manajemen limbah padat;

4) Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, ja@rdan bandar udara. Termasuk
didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas taint

5) Sistem transit publik;

6) Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distrijpus

7) Fasilitas pengolahan gas alam;

8) Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi;

9) Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air;

10)Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kaptdisi, fasilitas pemadam
kebakaran;

11)Fasilitas perumahan;

12)Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi,dsuk stadion.

Jenis infrastruktur yang kedua menurut Torrisi adalinfrastruktur
kelembagaan yang merujuk pada norma, lembaga -alganttan prosedur serta nilai
— nilai dalam masyarakat yang memungkinkan berlamgsya kegiatan ekonomi.
Jenis infrastruktur yang ketiga, infrastruktur peral, didapatkan Torrisi berdasarkan
Jochimsen (1966) yaitu:
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. the number and the qualities of people in tharket economy
characterized by the division of labour with refece to their capabilities to
contribute to the increase of the level and thereéegof integration of
economic activities{Jochimsen, 1966, p 133).

Selanjutnya Torrisi mengemukakan bahwa secara unmuakna infrastruktur

personal adalah sama dengan pengertian dari maalsia yang didefinisikan oleh

OECD (1993) sebag#ie knowledge, skills, competencies and attribetebodied in

individuals that facilitate the creation of personsocial and economic well-being”

(OECD, 2001, p. 18). Pengertian ini menunjukkanastruktur adalah gabungan dari

aspek fisik, kelembagaan dan personal yang terbedjiopara pelaku ekonomi dalam

melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi.
Torrisi juga mengemukakan definisi infrastruktecara pragmatis menurut

Jochimsen (1966), yaitu :

1. the totality of all earning assets, equipment amdutating capital in an economy
that serve energy provision, transport service dcommunications; we must
add

2. structures etc. for the conservation of naturalowses and transport routes in
the broadest sense and buildings and installatmfisublic administration,

3. education, research, health care and social welfare

(Jochimsen, 1966, p.103).

Definisi ini lebih diarahkan pada infrastrukturikisyaitu berupa peralatan, gedung

dan jaringan yang melayani tranportasi, komunikaasndidikan, kesehatan dan aspek

kesejahteraan sosial lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, juga dikemukakan bahwnfsastruktur
mempunyai dua kriteria yaitu 1) infrastruktur seddagapital good dan 2)
infrastruktur sebagapublic good Sebagaicapital good infrastruktur mempunyai
kriteria : bersumber dari pengeluaran investasjabgka panjang, secara teknis tidak
dapat dibagi — bagitéchnical indivisibility dan mempunyai rasiocapital — output
yang tinggi. Sebagapublic good infrastruktur mempunyai kriteria barang yang

konsumsinya tidak bersifatot excludabl@lannot rival. (Torrisi, 2009, p.8).
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Kriteria infrastruktur juag dikemukakan oleh BuROQ3) dari sudut pandang
fungsi dari infrastruktur. Infrastruktur berfungeemicu perubahan variabel- variabel
ekonomi. Karakter khusus dari istilah infrastrukagialah gabungan dari kemampuan
mengaktivasi dan memobilisasi potensi — potensa pataku ekonomi. Infrastruktur
mampu mengubah potensi yang dimiliki para pelakanekii menjadi kekuatan
ekonomi nyata yang bermanfaatn bagi masyarakatri¢f, 2009, p.9).

Hansen (1965) membedakan infrastruktur dalam dums jderdasarkan
dampaknya secara langsung atau tidak langsungdegghpembangunan ekonomi,
yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sasiefrastruktur ekonomi secara
langsung mendukung kegiatan produksi, misalnyalanj bandara, pelabuhan,
jaringan limbah, jaringan pipa air bersih, jaringlstrik dan irigasi, sedangkan
infrastruktur sosial dibangun untuk kenyamananasagan dibangun dalam rangka
mendukung produktivitas ekonomi, seperti : sekofamah sakit, gedung olahraga
dan lain — lain. (Torrisi, 2009, p.15).

Aschauer (1989) membedakan infrastruktur berdasapeaanannya dalam
pembentukan modal untuk pertumbuhan ekonomi suafyara, yaitu infrastruktur
inti dan non-inti. Infrastruktur inti adalah jaldmandara, transportasi umum, jaringan
listrik dan gas, jaringan pipa air bersih. Sedangl&iehl (1991) membedakan
infrastruktur menjadi dua jenis vyaitu infrastruktyang bersifat jaringan dan
infrastrukturnucleus Infrastruktur jaringan merujuk pada jalan, rel karapi, saluran
air, jaringan komunikasi, jaringan air dan jaringastrik. Sedangkan infrastruktur
nucleusmerujuk pada sekolah rumah sakit dan museum. Riambeni didasarkan
pada tingkat ketidakbergerakamiobility), ketidakterpisahanir(divisibility),
ketidaksalingberhubungamdt-interchangeabiljt dan fitur multimanfaat (Torrisi,
2009, p.16).

Uraian pengertian dan klasifikasi infrastruktur tdg berkesesuaian dengan
empat komponen infrastruktur yang sangat signifikklam rangka pemenuhan
pelayanan dasar menurut Marwan (2007). Empat kaempalasar tersebut adalah

(1) transportasi, meliputi jalanhighways, railroads transportasi masyarakat,
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bandara, transportasi laut, jalur sepeildewalks jalur-jalur hijau; (2)public utilities,
meliputi listrik, gas, pasokan air, pembuangaregdeh, radio dan televisi, (gublic
services meliputi pelayanan pemadam kebakardogd protections sekolah, jasa
kesehatan seperti rumah sakit, perpustakaan pudiste managemen4) national
service, meliputi pertahanan, sistem perbankan dan monsitgem posfrequency
allocation

Kwik Kian Gie (2002) membedakan infrastruktur ekomo dengan
infrastruktur pemukiman. Pengertian infrastruktkoreomi adalah infrastruktur yang
terdiri dari infrastruktur fisik dan jasa layanarang diperoleh darinya untuk
memperbaiki produktivitas ekonomi dan kualitas pidseperti transportasi,
telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi. Sedangk&rastruktur permukiman adalah
infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisikan layanan yang diperoleh darinya
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mernkagk&ualitas hidup seperti
air bersih dan perumahan.

Dari uraian diatas dapat disarikan bahwa infrastiuklapat bersifat fisik
maupun non fisik. Infrastruktur fisik dapat berupaingan maupumucleus.Pada
umumnya infrastruktur bersifat barang publik, pefegmnya memerlukan biaya tetap
yang sangat besar sehingga investasinya dilaksandeéam jangka panjang.
Berbagai jenis infrastruktur fisik pada umunya rsgli berkaitan dan dapat
dimanfaakan bila didukung dengan infrastruktur dge Infrastruktur merupakan
prakondisi bagi terciptanya pembangunan ekonomipangembangan wilayah dan
sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masgtarairastruktur non fisik
merujuk pada modal manusia dan aspek kelembagdam daasyarakat. Pengertian
ini juga dikemukakan oleh Kodoatie (2005) yang maipgGrigg dan Neil (1988)
yaitu bahwa infrastruktur merujuk pada sistem figding menyediakan transportasi,
pengairan, drainase, bangunan gedung dan faglitalgk lain yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingku@lsdan ekonomi. Sistem
infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi$umsgstem sosial dan ekonomi

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistenmagtrirktur dapat didefinisikan
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sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktiaisar, peralatan-peralatan, instalasi-
instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan unerubgsinya sistem sosial dan

sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000

2.2.  Pengertian dan Ukuran Kemiskinan

Sub bab ini memuat beberapa pengertian dan ukkeamskinan dari
berbagai perspektif. Spener (2005) membagi pet$geksebut menjadi dua yaitu
perspektif uni-dimesional dan persepktif multi-dimensional Perspektif uni-
dimensionaimencakup kemiskinan dipandang dari sudut : pertdaggpengeluaran,
kebutuhan dasahuman poverty indexlan persepktiimulti-dimesionaldipandang

dari berbagai sudut.

2.2.1 Pengertian dan Ukuran Kemiskinan dari Sudut Pandang Pendapatan /
Pengeluaran

Dari sudut pandang ini, definisi kemiskinan did&sar pada jumlah
pendapatan / pengeluaran seseorang atau rumalatédggporang atau suatu rumah
tangga disebut miskin jika pendapatan / pengelugmrdibawah kriteria tertentu
(Alcock, 1997) yang disebut garis kemiskinan (Hoewead Anker, 1994) (Spener,
2005, p.17). Konsep ini diterapkan pada metode ydamgn kemiskinan seperti
headcount indedanpoverty gap indexSpener, 2005, p.17).

2.2.2 Pengertian dan Ukuran Kemiskinan dari Sudut Pandang K ebutuhan
Dasar

Spener (2005) berpendapat bahwa definisi kemiskinzerdasarkan
pendekatan ini adaladeprivation of material requirements for meetingsicchuman

needs Selain kecilnya pendapatan, ketidakmampwaprfvatior) ini mencakup
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tidak adanya akses ke berbagai kebutuhan dasatisep&anan, tempat berlindung,
layanan pendidikan, layanan kesehatan air bersitana sanitasi dan kesempatan
untuk mendapat pekerjaan dan berpartisipasi (UND$97; Dessallien, 1998)
(Spener, 2005, p.19).

Bigsten dan Levin (2000) berpendapat bahwa masglahgertian
kemiskinan terletak pada metode pengukuran. Mepedgukuran yang hanya fokus
pada pendapatan dan pengeluaran dapat menimbuifmek a aspek lain yang
sebenarnya lebih penting bagi masyarakat miskira Reeneliti setuju bahwa
kemiskinan harus dipandang sebagai konsep yangdimeénsional namun masih
terdapat dua pendekatan dalam pengukurannya yaipendekatan input dengan
memakai pendapatan sebagai indikator, dan ii) pextde output seperti mortalitas
bayi, tingkat literasi dan indikator sosial lainnya

Fremstad (2008) mengemukakan bahwa ukuran kemiskieanpunyai dua
komponen utama garis kemiskinapoyerty threshold dan definisi sumber daya
(resource} Garis kemiskinan adalah :

Poverty thresholds are dollar amounts that are cared with a family’s

resources. If a family’s resources fall below thereshold, they are

considered to be living in poverty.
Dan sumber daya adal&hpoverty measure must specify the types of regsuhat
are counted in determining whether a family is telor above the threshold.
Fremstad (2008) memberikan alternatif metode pemgukgaris kemiskinan dengan
tidak hanya memperhitungkan aspek pangan tetaph jpgkaian dan hunian
(termasuk utilitas dan telepon) dan sejumlah téutemtuk kebutuhan perlengkapan
rumah tangga, perawatan pribadi dan biaya trangioytang tidak terkait dengan
pekerjaan.

The United Nations Development Programme (UNDP, 8iB®)
mendefinisikan kemiskinan dalam enam jenis, yaitu :

1) Human povertydenotes the lack of essential human capabilitiesh @s being
literate or adequately nourished.
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2) Income povertyneans the lack of minimally adequate income or edjere.

3) Extreme poverty is indigence or destitution, usuajecified as the inability to
satisfy even minimum food needs.

4) Overall poverty refers to a less severe level ofepty, usually defined as the
inability to satisfy essential non-food as wellfasd needs, the former varying
considerably across countries.

5) Relative poverty is poverty defined by standards thange across countries or
overtime—in terms of mean per capita income—arghaised loosely to mean
overall poverty.

6) Absolute poverty is defined by a fixed standamgl, the international “$1 a day”
poverty line, which permits comparison of poveityoas different countries, or a
poverty line whose real value stays the same awes tn order to determine
changes in poverty in one country.

Wicaksana (2007) berpendapat bahwa, kemiskinan dépaati sebagai kondisi
anggota masyarakat yang tidak mempunyai kemampbaik kemampuan dalam
pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktooquksi yang memadai sehingga tidak
mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangufeiidakmampuan untuk ini
disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mamemdayagunakan faktor
produksinya, dan dapat pula terjadi secara tidamiah. Kemiskinan disamping
merupakan masalah yang muncul dalam masyarakagiterkdengan pemilikan faktor
produksi, produktivitas dan tingkat perkembangarsyaeakat sendiri, juga bertalian
dengan kebijakan pembanguan nasional yang dilakaana

Todaro (2006) mengemukakan konsep yang banyak akgunoleh para ahli
tentang kemiskinan abosulut, yaitepresent a specific minimum level of income needed
to satisfy the basic physical needs of food, ahgthand shelter in order to ensure
continued survival. Dari pengertian ini dapat dikemukakan bahwa kemak diukur
dengan memperbandingkan tingkat pendapatan segeovsang dengan tingkat

pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh keantdasarnya.
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23 Ketersediaan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi : Beberapa
hasil penelitian yang mengkaitkan ketersediaan infrastruktur dan
kemiskinan serta peningkatan kesegjahteraan

Haughton (2009) mengkaitkan infrastruktur dengamikkinan sebagai salah
satu determinan utama kemiskinan. Infrastruktur jatBrbagian dari karakteristik
regional dan karakteristik komunitas yang menyebabkemiskinan sebagaimana

tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Deter minan Kemiskinan
Karakteristik - Keterisolasian atau keterpencilan, termasuk kurgagn
Regional infrastruktur dan akses yang sangat terbatas tephpaisar

dan berbagai jenis layanan

— Kandungan sumber daya alam, termasuk ketersedsmen d
kualitas tanah

— Iklim / cuaca dan kondisi lingkungan

— Tata kelola dan manajemen pemerintahan daerah

— Kesenjangan

Karakteristik — Infrastruktur

komunitas / — Distribusi tanah

masyarakat — Akses kepada barang dan layanan publik
— Struktur sosial dan modal sosial

Karakteristik — Ukuran rumah tangga

rumah tangga | - Rasio ketergantungan

- Umur bekerja orang dewasavdrking age adulis

— Jenis kelamin kepala rumah tangga

- Aset/ kekayaan

- Tingkat pengangguran dan struktur pendapatan

— Jenis pekerjaan

- Kesehatan dan pendidikan rata — rata anggota rtengga

Karakteristik - Umur

Individu - Pendidikan

— Status bekerja / tidak bekerja
— Status kesehatan

- Etnis

Sumber : Haughton (2009)
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Zaure (2007) dan Canning dan Pedroni (2004) sertaallon (2003)
menegaskan keterkaitan infrastruktur dengan kesggdn dan pertumbuhan
ekonomi. Namun Yustika (2008), di sisi lain, meng&akan bahwa hubungan antara
pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekona@toinib menunjukkan temuan
yang seragam. Yustika mendasarkan pendapatnyarisatigang dilakukan Ashauer
(1998), Easterly dan Rebelo (1993), Canning dki©4)9dan Sanches-Robles (1998).
Para peneliti tersebut berpendapat bahwa investésistruktur di suatu negara
memiliki imbal hasil yang sangat tinggi, sehinggagiu berperan dalam
menstimulasi pertumbuhan ekonomi di negara terg@ésfahani dan Ramires, 2003).
Sedangkan penelitian lain (misalnya, Munnel, 198&om, 1993; dan Gramlich,
1994) memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruldapat terjadi jika
pertumbuhan ekonomi di suatu negara relatif tinggghingga output agregat
merupakan modal penting untuk mendorong investafsagtruktur oleh negara.
(Yustika, 2008).

Penelitian oleh Lonc#2006) mengemukakan perbedaan simpulan untuk

lingkup lokal dibandingkan dengan lingkup nasiosabagai berikut:

Using new infrastructure data and VAR techniqubs paper shows that the
growth impact of local-scope infrastructure investin was positive, but
returns to investment in large nationwide networksre not significantly

different from zero. Two complementary explanatemessuggested for the last
result. On the one hand, public intervention an@ tpplication of non-

efficiency investment criteria were very intenseairge network construction.
On the other hand, returns to new investment igdanetworks might have
decreased dramatically once the basic links werestracted(Lonca, 2006)

Penelitian Lonca ini menunjukkan bahwa investasiastruktur dengan cakupan
lokal berdampak positif terhadap pertumbuhan natimgkat pengembalian investasi

(return on investmehtuntuk investasi dengan cakupan nasional tidgiifécan.
Perspektif global dari peranan infrastruktur ekondam infrastruktur sosial

terhadap pembangunan ekonomi dikemukakan oleh &ainfit.d) yang menegaskan
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bahwa Economic infrastructure has played a very signiiittya positive role in the
growth performance of countries in recent tim&amun pembangunan infrastruktur
tersebut harus rasional, terkoordinasi dan harmdengan perencanaan lainnya agar
pertumbuhan ekonomi dapat cepat terjadi. Famil@mceuontohkan Korea dan Jepang
sebagai negara yang sukses memadukan pembangufrastriktur dengan
pertumbuhan ekonomi dan negara — negara di Afrdmgai contoh yang kurang

berhasil.

Dengan merujuk pada hasil penelitian B.E. AigboklamangEvaluating
Investment on Basic Infrastructure in Nigeri&amiloni menyatakan bahwa

infrastruktur publik menghasilkan :

(1) it provides services that are part of the canption bundle of
residents;(2) large-scale expenditures for publiorke increase aggregate
demand and provide short-run stimulus to the ecogn@and (3) it serves as
an input into private sector production, thus augtmey output and
productivity(Aigbokan, B. E., 1999, p.208).

Selanjutnya Familoni mengemukakan beberapa penelifiang dilakukan oleh
Aigbokhan Cesar Queiroz and Surhid Gautamg Olukoju sebagai berikut:

1. Pendlitian terkait infrastruktur dasar

The World Development Repotahun 1994 menyatakan bahwa 1 percent
increase in the stock of infrastructure is assaatvith a 1 percent increase in the
Gross Domestic Product across all counttidafrastruktur harus beradaptasi dengan
perubahan pola permintaan seiring dengan pembangekanomi suatu negara.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa negara garge miskin mempunyai
infrastruktur yang rendah (Aigbokan, B. E., 199208). Selain itu juga dinyatakan
bahwa berbagai hasil penelitian juga mengkaitkainastructure coveragedan
infrastructure performancemeningkat seiring dengan meningkatnya tingkat
pendapataninfrastructure coveragelitunjukkan dari jumlah sambungan telepon per

seribu penduduk, jumlah rumah tangga yang mampugahkses air bersih dan
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jumlah rumah tangga yang mampu mengakses listiddaggkaninfrastructure
performance ditunjukkan dari ketidaktersediaan pembangkitrikstian sumber air
bersih serta kualitas jalan yang buruk.

Penelitian Aigbokhan yaiturifrastructure, Private Investment and Economic
Growth' (Aigbokan, B. E., 1999, p.208) menerapkan fungsiduksi Cobb-Douglas
dan meregresi output terhadap masimg — masing &oamonen infrastruktur yaitu
transportasi dan komunikasi, pertanian dan sumbepembangkit listrik, konsumsi
listrik, layanan pendidikan dan kesehatan. Hasilepganya dengan menggunakan
metode OLS dengan data tahunan periode 1980 —rh8Audnjukkan bahwa:

the model has a good fit with adjusted d® 0.98 — 0.99, and that the six
infrastructural components are all positively cdaeed with GDP, with
varying levels of significance. The author alson@uhat “human capital
components of infrastructure appear to have immacigrowth. Expenditure
on health care and education record statisticalfsignificant impact on
growth.

2. Penditian terkait infrastruktur jalan

Familoni mencatat peneltian terkait infrastruk@lan dari Cesar Queiroz dan
Surhid Gautam (1992). Peneliti menggunakan anakggesi dengan variabel terikat
adalah GNP / kapita dan kondisi jaringan jalan gabeariabel bebas. Variabel bebas
dimaksud adalah : (i) kepadatan jalan (panjanghjgler luas wilayah) baik jalan
dengan perkerasapgved maupun tidakynpavedoads dan diklasifikasikan dalam
kategori baik, cukup dan buruk dan (ii) kepadatatary per kapita (km/juta
penduduk) baik jalan dengan perkeragaavéd maupun tidak npaved roads dan
diklasifikasikan dalam kategori baik, cukup danukur

Peneliti menyimpulkan bahwa :

Cross-section analysis of data from 98 countries] ime-series analysis of

U.S. data since 1950 showed consistent and signifiassociations between

economic development, in terms of per capita gnag®nal product (GNP),
and road infrastructure, in terms of per capitadgm of paved road network.
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The data show that the per capita stock of roadhstfucture in high-income
economies is dramatically greater than in middlel &w- income economies.
For instance, the average density of paved roads/r{illion inhabitants)
varies from 170 in low-income economies to 1,66@niddle and 10,110 in
high-income economies, the latter being 5,800 pe#rbeggher than the low-
income group. Road condition also seems to be &gsdcwith economic
development: the average density of paved roadsgaod condition
(km/million inhabitants) varies from 40 in low-imoe economies to 470 in
middle and 8,550 in highincome economies”

Familoni kemudian menyatakan bahwa beberapa pefeglit berpendapat
bahwa arah keterkaitan antara pendapatan dengabap@n pada infrastruktur jalan
tidak cukup jelas. Namun demikian Queiroz and @aumenyimpulkan bahwa
“there are some indications that roads should preaelelopment

Manfaat infrastruktur jalan di pedesaaan bagi ugsyegurangan kemiskinan
juga dikemukakan oleh Gorley dkk (2002) yang mengeakan bahwa akses jalan
yang dapat diandalkan akan meningkatkan empakasp®y sangat penting bagi
masyarakat miskin yaitu peluang pemasaran bagnpetikses yang lebih mudah dan
murah pada fasilitas kesehatan dan pendidikam seemelihara hubungan antar

komunitas dan keluarga. Gorley dkk (2002) merinanfaat tersebut sebagai berikut:

Marketing opportunities for subsistence farmerspdssable roads lead to
loss of market opportunities, spoiling of cropsdueed or lost income.
Agricultural input to the economy is highest durimgshortly after the rains
and it is essential to move produce at this time.

Rural community health through better access tdthezre. Maintaining wet
season access is important because it is at tmis that instances of malaria,
dengue and other water borne diseases are at peak.

Education through better access to schools andtehtnavel times.

Social welfare. Maintaining inter-community accés$amily and friends has
important social benefits, which help promote atdretjuality of life for the
rural poor. Gorley dkk (2002)
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3. Penditian terkait infrastruktur pelabuhan

Dalam bagian ini, Familoni menyajikan penelitianngenai pembangunan
pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur ekonBamiloni menegaskan bahwa
pelabuhan berdampak positif terhadap pertumbubamdmbangunan suatu negara.
Selain itu, keberadaan pelabuhan juga berdampakfpmda penyediaan lapangan
kerja dan pendapatan. Pelabuhan mempermudah b®mrtegiya perdagangan
internasional maupun berdampatultiplier yang postif terhadap ekonomi regional

Dari ketiga uraian yang disajikan, Familoni kemudierkesimpulan bahwa :

Economic and Social Infrastructure play a cruciale in the development of
nations, whether developed or still developing. yTterovide the basic

foundation on which the superstructure of develapgna®ad growth can be

erected. Obviously if the foundation is weak amadgjife, it is doubtful that any

superstructure can be built on it. Such will beipepdream. However, if the
foundation is very strong, any structure built arsimple or super, is likely to
provide continuous and stable services for the deeable future. Once the
economic and social infrastructural foundation teosg, development is not
only easily attainable but it is also continuousalbde, quantitative and

gualitative. In Rostowian language, a take-off istf- sustaining growth is
not only possible but it is also sure and cumuktiv

Keterkaitan secara spesifik antara infrastrukturn dpenanggulangan
kemiskinan dikemukakan oleh Ifzal Ali dan Ernesta Rernia (2003). Dengan
merujuk pada hasil penelitian ADB, peneliti mengkakan bahwa penanggulangan
kemiskinan mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yasgrtdi dengan manajemen
makro ekonomi yang sehat dan tata kelola yang lbiaik akan menghasilkan
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif seszsial.

Ali dan Pernia (2003) mengemukakan dua aliran kiemi mengenai
keterkaitan infrastruktur fisik dan penanggulang@miskinan. Pertama, pemikiran
bahwa infrastruktur fisik sangat penting dalam w@p@gnanggulangan kemiskinan
dan kedua adalah skeptisme dari beberapa komumetabangunan internasional

yang didasarkan tiga pendapat, yaitu: i) meskipemtipg bagi pertumbuhan
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ekonomi, investasi infrastruktur mempunyai tingkelevansi yang kecil terhadap
upaya penanggulangan kemiskinan, ii) manfaat aktymhg didapatkan dari
pembangunan infrastruktur ternyata kurang dari ydipgrkirakan semula, dan iii)
tata kelola dan kelembagaan yang buruk dan lemalmicoeterjadinya korupsi,
mendistorsi pilihan — pilihan investasi publik danengabaikan pemeliharaan
sehingga menurunkan kontribusi infrastruktur tedmagbertumbuhan. Namun ada
pengakuan luas bahwa jika kerangka kelembagaartadarkelola diperkuat maka
keterkaitan antara infrastruktur dan penanggulakegamskinan dapat semakin kuat.

Peneliti kemudian menggunakan Diagram 2.1 untuk gg@mbarkan
keterkaitan investasi infrastruktur (area intervensrhadap beberapa determinan
(area pengaruh) atas penghasilan masyarakat niistiarkaitan langsung) di satu
sisi dan pertumuhan ekonomi perdesaan (keterkattdak langsung) yang
mempengaruhi supply dan harga barang kebutuhankpakseisi lain. Keterkaitan
akhir terletak pada pendapatan / konsumsi masyarakakin dan tentunya
mempengaruhi upaya pengurangan kemiskinan.

Ali dan Pernia (2003) berpendapat bahwa penelidRonometrik secara
umum tidak secara rinci menggambarkan keterkakdragaimana tercermin dalam
diagram dimaksud. Namun demikian, hasil peneliti@nsebut menghasilkan
penilaian yang bermanfaat terhadap keterkaitaneltets sesuai dengan hasil
statistiknya yang signifikan.

4. Keterkaitan kemiskinan dengan infrastruktur jalan

Dengan merujuk pada Kwon (2000) yang menganaligta thdonesia, Ali
dan Pernia (2003) mengemukakan bahwa infrastry&tan berdampak signifikan
terhadap pengurangan kemiskinan melalui pertumbutanomi. Kwon (2000)

berkesimpulan bahwa :
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....estimates a growth elasticity with respect togptyvincidence of .0.33 for
good-road provinces and .0.09 for bad-road provsic&his implies that
poverty incidence falls by 0.33% and 0.09%, respelst for every 1%
growth in provincial GDP. Provincial roads also aggr to directly improve
the wages and employment of the poor, such that%airicrease in road
investment is associated with a 0.3% drop in pgvantidence over five

years Kwon (2000)
Diagram 2.1:

Kerangka Analitis Keterkaitan Infrastruktur dengan Penanggulangan
Kemiskinan menurut Ifzal Ali dan Ernesto M. Pernia (2003)

Infrastructure Investment
————————————— Area of Intervention

Roads || Irrigasi Electricity

<

Agricultural Non - Agricultural Non Agricultural .
L A I et Area of influence
Productivity Employment Productivity
|
v L 4
: 7, b
Indirect channel —-———+ V' ECE-IIIDI'HIC Wagesand Employment | Direct channel
Growth of the poor

Y

Supply and price
of basic goods

Realincome /
ption of the <

poor

=== Area of concern

v

Poverty
Reduction

Sumber : Ifzal Ali dan Ernesto M. Pernia (2003)
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Ali dan Pernia (2003) juga mengemukakan hasil ligare pada tingkat kota /
kabupaten yaitu adanyaignificant effect of roads on the average incomkeshe
poor via growth, an estimated elasticity of 0.8al{sacan, Pernia, and Asra 2002).

Penelitian paralel untuk Filipina juga menunjukkahwa infrastruktur jalan,
yang disertai dengan pembangunan sekolah, berdasigaifikan baik secara
langsung maupun tindak langsung terhadap kesegamemasyarakat miskin
(Balisacan and Pernia 2002).

The elasticities suggest that a 1% increase in re@adess coupled with
schooling results in a 0.32% rise, via growth, fre tmean incomes of the
poor. Similarly, a 1% improvement in roads with @alng is directly
associated with a 0.11% increase in the poor.snme®(Balisacan and Pernia

2002)

Penelitian oleh Fan dkk (2002) di RRC menunjukkamwa infrastruktur
jalan berdampak terhadap penurunan kemiskinan mngdahingkatan produktivitas
pertanian dan penyediaan lapangan kerja non sdveahdkk (2002) berkesimpulan
bahwa :

roads significantly reduce poverty incidence thriowgricultural productivity
and nonfarm employment. The estimated elasticiligs respect to road
density are 0.08 for agricultural GDP per worker,10 for nonagricultural
employment, and 0.15 for wages of nonagriculturafkers in rural areas.
Among government infrastructure projects, rural deaare found to have the
largest impact on poverty incidence: for every 00,Quan invested on rural
roads, 3.2 poor persons are estimated to be |idigidof poverty.
Fan dkk (2002)
Jalan dan Ravallion (2002) mendekati keterkaitafrastruktur jalan dengan
penurunan kemiskinan dari sisi peningkatan komsuomsiah tangga miskin, yaitu
untuk setiap 1% peningkatd&iometers of roads per capitkonsumsi rumah tangga
meningkat sebesar 0.08%.
Dari sisi kualitas jalan, Ali dan Pernia (2003) mgemukakan bahwa hasil
penelitian di Vietnam oleh Glewwe (2000) menunjukkawah rumah tangga miskin

di pedesaan dengan jalan perkeragamveéd roads memiliki 67% probabilitas lebih
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tinggi untuk keluar dari kemiskinan dibandingkanpdédesaan yang tidak memiliki

jalan perkerasarpéved roadp

5. Keterkaitan kemiskinan dengan infrastruktur irigasi

Ali dan Pernia (2003) menyimpulkan bahwa irigasrkontribusi secara
signifikan terhadap peningkatan produktivitas daenghasilan petani serta
mengurangi kemiskinan dan ketidakseimbangan petatapaPeneliti mendasarkan
kesimpulannya dari hasil penelitian di India, Ripines, Thailand, dan Viet Nam
(Bhattarai dkk. 2002). Bhattarai menekankan bahwhekhasilan proyek irigasi
dalam mengurangi kemiskinan tergantung pada besdaampak multiplier yang
diciptakan dan saling keterkaitanintérlinkageg antar sektor. Bhattarai
membandingkan dampak infrastruktur irigasi di Aalkérdan India sebagai berikut:

For instance, an irrigation multiplier, estimatedrfirrigated areas in the

New South Wales region of Australia, shows thabkadworth of output

generated in irrigated agriculture creates more rihive dollars worth of

value added to the regional economy In the same, \g&idollar worth of
output in irrigated farms generates a total empleyinvalue of 4.75 dollars.

Further,the authors report that farm income in gated areas is 77% higher

than that in unirrigated areas in Bihar, IndiéBhattarai dkk. 2002)

Untuk kasus RRC, penelitian Fan, Zhang dan Zha®@2R menunjukkan
bahwa infrastruktur irigasi berkontribusi terhagagtumbuhan sektor pertanian dan
kemudian mengurangi kemiskinan. Elastisitasnyaadda0.41, yang menunjukkan
bahwa peningkatanl% irigasi berasosiasi dengan peningkatan outputppkerja
pertanian sebesar 0.41% dan kemudian menghasilkan pengurangan indeks
kemiskinan sebesar 1.13%. Untuk kasus Filipinagasi juga berdampak terhadap
produktivitas petani miskin (Balisacan and Pe@082). Elastisitasnya adalah 0.31,
berarti peningkatan irigasi sebesar 1% menyebapkamgkatan pendapatan petani

miskin sebesar 0.31%.
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6. Keterkaitan kemiskinan dengan infrastruktur kelistrikan

Infrastruktur listrik juga berkontribusi secararsitkan terhadap pertumbuhan
di pedesaan non pertanian. Elastisitasnya adafgh(Ban et al. 2002). Untuk setiap
investasi di bidang kelistrikan senilai 10,000 yumaengakibatkan 2.3 orang terbebas
dari kemiskinan. Di Indonesia, listrik berarti akdeepada teknologi yang kemudian
berdampak langsung kepada penyediaan lapangandarj@endapatan masyarakat
miskin (Balisacan et al. 2002). Demikian juga diliBpines, infrastruktur listrik juga
berpengaruh positif terhadap pendapatan masyaralskin melalui peningkatan
pertumbuhan (Balisacan and Pernia 2002).

Namun demikian Ali dan Pernia (2003) juga mengeskak bahwa adanya
dampak yang netral maupun negatif. Infrastruksirik di pedesaan tidak berdampak
atau berdampak tidak signifikan terhadap produigsvipertanian, diperhadapkan
dengan biaya koneksi yang tinggi, hak atas tanag jidak jelas, tingkat pendapatan
yang sangat rendah, akses kredit yang terbatapatansi pengembangan pertanian
yang rendah.

Secara keseluruhan Ali dan Pernia (2003) berkademp bahwa
pembangunan infrastuktur pedesaan berdampak mentimgk produktivitas
pertanian maupun non pertanian, penyediaan lapakgga dan dengan demikian
mengurangi kemiskinan seiring dengan meningkatngadapatan dan konsumsi
rata— rata. Infrastruktur fisik diperlukan untukemmgkatkan produktivitas dan
mewujudkan pertumbuhan jangka panjang. Pembangunfastruktur sangat
penting di daerah pedesaan karena sebagian besganaleat miskin ada di pedesaan
dan masih besarnya potensi untuk menigkatnya ptivitak dan penciptaan

lapangan kerja.

'Http://rekayasainfrastru ktur.blogspot.com/2009/@bfpertian-infrastruktur.html
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BAB 3

KERANGKA PIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

3.1. KerangkaPikiran

Dari uraian dalam Bab | dan Bab Il dapat digambarkaatu kerangka latar

belakang penelitian yang terlihat pada Diagram 3.1.

Diagram 3. 1:
Kerangka Pikiran

Pl Kesejahteraan Rakya

y
v y

Indikator : ¢ - = — — ———
Pertumbuhan (di luar k?rﬂ!zi'tr?;n 1
lingkup penelitian) ISKI |
|
| |
|
y |
Kendala ketersediaan | Determinan Kemiskinan !
infrastruktur Iy lainnya :
|
\ 4 1
|
. . Ketenaga- Ly
Perhubungan| Air Bersih eenag Pendidikan Kesehatan !
listrikan 1
|
v I
|
Keterkaitan Infrastruktur [ _ _ _ _ _ _ _ _ — - — — — — — J

dengan Kemiskinan

A 4

Saran Kebijakan

Pembangunan Infrastruktu

Diagram diatas menunjukkan bahwa kinerja pemeriotsghk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dapat diukur dari indikatortupegbuhan dan indikator
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kemiskinan. Selain dipengaruhi oleh determinan k&man lainnya, capaian
indikator ini terkendala oleh ketersediaan infriatm, antara lain infrastruktur
perhubungan, air bersih, ketenagalistrikan, pekdidi dan kesehatan. Dengan
meneliti keterkaitan ketersediaan infrastruktur géen kemiskinan diharapkan dapat
dihasilkan simpulan dan saran kebijakan pembangumiastruktur yang efektif

dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteskgatt

3.2.  Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akgin rdaka variabel-
variabel-variabel yang akan diteliti dalam penatitini adalah sebagai berikut:
1. Variabel Dependen Kemiskinan
Ukuran kemiskinan yang menjadi variabel dependemlaad persentase
penduduk miskin terhadap seluruh penduduk di spratvinsi
2. Variabel Independen Infrastruktur :
a. Infrastruktur Perhubungan Darat
Ukuran ketersediaan infrastruktur sektor perhubondarat yang menjadi
variabel independen adalah panjang jalan (km).
b. Infrastruktur Pendidikan
Ukuran ketersediaan infrastruktur pendidikan yangnjadi variabel
independen adalah jumlah SD (unit) dan jumlah SMt}
c. Infrastruktur Kesehatan
Ukuran ketersediaan infrastruktur kesehatan yangnjade variabel
independen adalah jumlah Puskesmas Keliling (unit)
d. Infrastruktur air bersih
Ukuran ketersediaan infrastruktur air bersih yangnjadi variabel
independen adalah kapasitas produksi efektif ppassaair bersih (liter per
detik)
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e. Infrastruktur ketenagalistrikan
Ukuran ketersediaan infrastruktur ketenagalistrjang menjadi variabel

independen adalah panjang jaringan distribusi.

3.  Variabel Kontrol:

a. Variabel kontrol untuk mencerminkan karakteristikgkungan ekonomi
regional
Variabel yang digunakan untuk mencerminkan kargdttlerini adalah 1)
Distribusi Persentase PDRB tanpa Migas atas DaaagaHKonstan 2000
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha — Pertaniaba) Pertumbuhan
PDRB, dan 3) Tingkat Inflasi.

b. Variabel kontrol untuk mencerminkan karakteristdatunitas
Variabel yang digunakan untuk mencerminkan kargtkrini adalah
Kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Bank Penyatityar Rp) dibagi
dengan PDRB tanpa migas atas dasar harga kons@h (2tllyar Rp).
Variabel ini digunakan untuk menggambarkan aksdstap sumber daya
ekonomi.

c. Variabel kontrol untuk mencerminkan karakteristiknah tangga
Variabel yang digunakan untuk mencerminkan kargdttlerini adalah 1)
Rata - Rata Besarnya Anggota Rumah Tangga danr@gkdi Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) Dari Penduduk Berumur 15 Tialie Atas.

d. Variabel kontrol untuk mencerminkan karakteristilividu
Variabel yang digunakan untuk mencerminkan karégtlerini adalah 1)
Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 dan 2) Persenfeenduduk yang

mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yangé&lurut provinsi
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3.3.  AnalissData

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teRegkesi Data Panel Data
cross section yang diteliti adalah data berdasarkan provinsitaDarovinsi hasil
pemekaran digabungkan ke provinsi induk sehingg@a gang tercakup dalam
penelitian ini menjadi 26 provinsi dari sebelum@gaprovinsi, sebagai berikut:

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau (termasuk Kepulauan Riau)
Jambi

Sumatera Selatan (termasuk Kepulauan Bangka Bg)itu
Bengkulu

Lampung

. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10.Jawa Barat (termasuk banten)
11.Jawa Tengah

12.Daerah Istimewa Yogyakarta
13.Jawa Timur

14.Bali

15.Nusa Tenggara Barat

16.Nusa Tenggara Timur

17.Kalimantan Barat

18. Kalimantan Tengah

19.Kalimantan Selatan

20.Kalimantan Timur

21.Sulawesi Utara (termasuk Gorontalo)
22.Sulawesi Tengah

23.Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Barat)
24.Sulawesi Tenggara

25.Maluku (termasuk Maluku Utara)
26.Papua (termasuk Papua Barat)

CoNoOR~WDNE

Penggunaan data panel dengan dasar pertimbangaigadkketersediaan
infrastruktur di setiap provinsi bervariasi, deraikijjuga dengan persentase penduduk

miskin juga bervariasi.
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Alat Analisis

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitiataberu, maka pengujian hipotesis

penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Alat Uji

a.

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengarsditu variabel
penjelas/independen secara individual dalam megkaan variasi variabel
dependen,;

Uji statistik F untuk melihat apakah semua varidiebas yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaisshzap variabel
terikat/dependen;

Koefisien determinasi ()R untuk melihat seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi
antara nol dan satu. Nilar Berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen anrté@tes. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independegmberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredikariabel-variabel
dependen.

Uji Multi kolinier untuk menguji apakah model regrenempunyai korelasi
antar variabel bebas. Model regresi yang baik tigajadi korelasi di antara
variabel bebasnya. Jika variabel bebas saling belds), maka variabel-
variabel ini tidak orthogonal, yaitu korelasi diar# variabel tidak nol.

Uji Auto korelasi untuk menguji apakah dalam suatedel regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada peridelegen kesalahan pada
periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi ana#ta masalah autokorelasi.

Teknik yang digunakan adalah uji Durbin-Watson.
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Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dataodel regresi terjadi
kesamaawariance dari residual satu pengamatan ke pengamatan kidika
variance dari residual satu pengamatan ke penganiaia tetap, maka
disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang bai#talah yang
homoskedastisitas.

2. Pengujian pengar uh variabel

Pengujian hipotesis ini akan dilakukan dengan mengkan model regresi

berganda dengan model sebagai berikut:

Yit = a+ bsp Xspit + Bsuk Xsmkit + DepugingXcpusingit + DairXairit + DjriseXajlisit +

bejinXgjinit + Dapsex Xapsekit + DancrT XancrTit + DTPAK XTPAKIt +

bserat Xsewnatit + Deorerant XeporeTaniit-1+ BLrorRB0 XL PDRBOOI-1

+ bk repiTrore XkRreDITPDRBIt + PinNFoo XiNFooit-1+ €

dimana:

Y
Xsp
Xsmk

><CPuinng

XAir

XANGRT

Persentase penduduk miskin

Jumlah SD (ratusan unit)

Jumlah SMK(ratusan unit)

Cakupan puskesmas keliling (unit per kilometer @girs luas
wilayah)

Kapasitas produksi efektif perusahaan air bersibudn liter per
detik)

Panjang jaringan distribusi listrik (kilo meter)

Cakupan ¢overage) jalan (kilometer per kilometer persegiluas
wilayah)

Rata - Rata Besarnya Anggota Rumah Tangga

Universitas Indonesia

Analisis keterkaitan..., Ide Juang Humantito, FE Ul, 2009.



34

X APSEK = Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12

XTpPaK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dari Peddk
Berumur 15 Tahun Ke Atas

XSEHAT = Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesededtana
sebulan yang lalu menurut provinsi

XPDRBTANI = Distribusi Persentase PDRB tanpa Migas atas DasagaH
Konstan 2000 Menurut Provinsi dan Lapangan Usdertanian

XL PDRBOO = Laju Pertumbuhan PDRB

X« ReDITPORE Kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Bank Penyatoityar
rp) dibagi dengan PDRB tanpa migas atas dasar Hemgstan
2000 (milyar rp)

X |NFoO = Tingkat Inflasi

i = provinsi (Unit)

3.5  Pengukuran Variabel Infrastruktur dan Indeks Kemiskinan

Ketersediaan infrastruktur yang diteliti mencakupa sektor infrastruktur
yaitu infrastruktur perhubungan darat, ketenagiédden, pendidikan dan kesehatan
serta air bersih. Kelima sektor ini dipilih sebabasil dari pemahaman atas landasan
teori yang telah diuraikan pada Bab Ill yaitu baheektor-sektor infrastruktur

tersebut ini dinilai berpengaruh terhadap kondesniskinan suatu wilayah.

1. IndeksKemiskinan

Ukuran kemiskinan yang menjadi variabel dependeanlaad persentase
penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah selupgmduduk dalam suatu
provinsi. Variabel ini dipilih dengan pertimbangdahwa ukuran kemiskinan

berdasarkarheadcount index ini adalah ukuran yang digunakan pemerintah dalam
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berbagai kebijakan dan program pembangunan. Datemase penduduk miskin
periode tahun 2001 — 2007 dapat dilihat pada Laanir

2. Variabe Infrastruktur Perhubungan Darat

Ukuran ketersediaan infrastruktur sektor perhubondarat yang menjadi
variabel independen untuk diteliti adalah cakupanjgng jalan yang mencakup
jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupatéagi dengan luas wilayah provinsi.
Ukuran ini dipilih dengan pertimbangan bahwa ketéi@an infrastruktur jalan
menunjukkan kemudahan masyarakat melaksanakan t&egiakonomi dan
mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan uniGoefisien dari variabel
infrastruktur diharapkan bertanda negatif yancatiesemakin tinggi ketersediaan
infrastruktur ini maka persentase penduduk miskmakin rendah. Data cakupan

panjang jalan periode tahun 2001 — 2007 dapatadipada Lampiran 2.

3. Variabel Infrastruktur Pendidikan
Ukuran Kketersediaan infrastruktur pendidikan yangenjadi variabel

independen untuk diteliti adalah jumlah unit sekotangkat SD dan jumlah unit
sekolah SMK. Jumlah sekolah SD diplih dengan pé&dingan bahwa pendidikan di
tingkat ini merupakan cerminan dari infrastruktuengidikan dalam rangka
pemberantasan buta huruf (literasi) sedangkan aingkndidikan SMK merupakan
cerminan dari infrastruktur pendidikan bagi maskata untuk mendapatkan
ketrampilan dan keahlian yang diperlukan untuk bekeKoefisien dari variabel
infrastruktur diharapkan bertanda negatif yangatiesemakin tinggi ketersediaan
infrastruktur ini maka persentase penduduk mislkemakin rendah. Data jumlah
sekolah SD dan SMK periode tahun 2001 — 2007 d#plaat pada Lampiran 3a dan
3b.
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4. Variabel Infrastruktur Kesehatan

Ukuran ketersediaan infrastruktur kesehatan yangadevariabel independen
untuk diteliti adalah jumlah puskesmas Kkeliling.skesmas keliling mencakup
kendaraan roda empat dan perahu bermotor. Jumiiegmas keliling dipilih untuk
mewakili infrastruktur kesehatan dengan pertimbanghahwa puskesmas
memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi maslyasakapai di wilayah
kecamatan dan puskesmas keliling memberikan akdaggnan kesehatan yang lebih
mudah dan murah kepada masyarakat yang kurang dapajangkau sarana
kesehatan lainnya. Koefisien dari variabel infrggur diharapkan bertanda negatif
yang berarti semakin tinggi ketersediaan infragtnukni maka persentase penduduk
miskin semakin rendah. Data jumlah puskesmas eglgieriode tahun 2001 — 2007

dapat dilihat pada Lampiran 4.

5. Variabe Infrastruktur Air Bersih
Ukuran ketersediaan infrastruktur air bersih yangenpadi variabel

independen untuk diteliti adalah kapasitas predefektif perusahaan air bersih.
Ukuran ini dipilih dengan pertimbangan bahwa ketdigan air bersih yang siap
untuk dikonsumsi mempengaruhi kondisi kemiskinasuditu wilayah. Koefisien dari
variabel infrastruktur diharapkan bertanda negatyfang berarti semakin tinggi
ketersediaan infrastruktur ini maka persentase ymhurid miskin semakin rendah.
Kapasitas produksi efektif perusahaan air bersitioge tahun 2001 — 2007 dapat
dilihat pada Lampiran 5.

6. Variabel Infrastruktur ketenagalistrikan

Ukuran ketersediaan infrastruktur sektor ketenag&an yang menjadi
variabel independen untuk diteliti adalah panjaagnpgan distribusi. Ukuran ini
dipilih dengan pertimbangan bahwa ketersediaarkligang siap dikonsumsi oleh
masyarakat dapat menunjang peningkatan kegiatamogkodan memfasilitasi

kegiatan pendidikan dan kesehatan. JaringanMisirdipilih dengan pertimbangan
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bahwa ukuran ini menunjukkan tingkat tersebarng#riti dalam suatu wilayah.
Koefisien dari variabel infrastruktur diharapkanrtbeda negatif yang berarti
semakin tinggi ketersediaan infrastruktur ini mak@rsentase penduduk miskin
semakin rendah. Data jaringan distribusi periodeita2001 — 2007 dapat dilihat
pada Lampiran 6.

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar dari variglaglg membentuk model.

Tabel 3.1:
Variabd Pembentuk M odel Hasil Penelitian

N Variabel yang Ditdliti
o}
I nfrastruktur Nama Variabel Notasi satuan
1 | Pendidikan Jumlah Sekolah Dasar XSD Ratusah Uni
Jumlah SMK XSMK Ratusan Unit
2 | Kesehatan Cakupan Puskesmas Keliling ~ XCPusling it pén kilometer
persegi luas wilayah
3 | Air Bersih Kapasitas produksi air bersih Xair RHm liter per detik
Ketenagalistrikan Jaringan distribusi listrik XS Kilo meter
Perhubungan Darat|  Cakupan jalan : panjang jalakCJLn Kilometer per satu
relatif terhadap luas wilayah kilometer persegi
provinsi

Sesuai dengan latar belakang dan kajian literaaumg ydikemukakan dalam
Bab 1 dan Bab 2 bahwa terdapat empat faktor —rfaktona (determinan) penyebab
kemiskinan yaitu lingkungan ekonomi (termasuk keegktik regional), karakteristik
komunitas, karakteristik rumah tangga dan kara#tikrindividu. Faktor determinan
tersebut hal tersebut dicerminkan dalam model dengamasukkannya sebagai
Variabel kontrol. Variabel ini dimasukkan dalam rabdntuk menghilangkan atau
menetralkan pengaruh yang dapat menganggu hubamgara variabel infrastruktur
dan variabel kemiskinan. Variabel kontrol yang nentinkan faktor determinan

kemiskinan dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 3.2:
Variabel Kontrol Determinan Kemiskinan

Deteriman .

No K emiskinan Variabel Proxy

1 | Lingkungan | Distribusi Persentase PDRB tanpa Migas atas DasiayaH
ekonomi Konstan 2000 Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha —
(karakteristik | Pertanian pada tahun 2000 — 2006 (t-1)
regional) Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2000 — 2006 (t-1)

Tingkat Inflasi tahun 2000 — 2006 (t-1)
2 | Karakteristik | Kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

komunitas (milyar rp) dibagi dengan PDRB tanpa migas ataardas
harga konstan 2000 (milyar rp) tahun 2001 — 2007 (t
3 | Karakteristik | Rata - Rata Besarnya Anggota Rumah Tangga tahuh-20
rumah tangga| 2007 (t)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dari Paddk
Berumur 15 Tahun Ke Atas tahun 2001 — 2007 (t)
4 | Karakteristik | Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tahun 2001677260

individu

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan keseha
selama sebulan yang lalu menurut provinsi tahuri 200
2007 (1)

Data masing — masing variabel dapat dilihat padagdigan 7a s/d Lampiran 7h.
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis atas data keimaskdan ketersediaan
infrastruktur di 26 provinsi pada tahun 2001 — 2087alisis mencakup: 1) Model
Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap iskman di Indonesia, 2)
Analisis Model, 3) Analisisindividual Effect dan 4) Analisis Ekonomi dan
Implikasi Kebijakan. Sub bab pertama membahasutgnéstimasi parameter dari
model, pemilihan model terbaik dan analisis pelangg asumsi. Sub bab kedua
membahas tentang nilai dan tanda koefisien. Subkbiba membahas tentang
Individual Effect dan sub bab keempat membahas tentang makna ekaoiaomi

implikasi kebijakan dari model.

4.1  Model Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Terhad ap Kemiskinan

Di Indonesia

4.1.1 Estimasi Parameter dari Model dengan menggunakafixed effect

Estimasi parameter melibatkan empat belas variabetiri dari enam
variabel infrastruktur dan delapan variabel kontrMariabel infrastruktur
merupakan bagian integral dari penelitian ini daenjadi pokok bahasan
sedangkan variabel kontrol dimasukkan dalam modgaikumenghilangkan atau
menetralkan pengaruh yang dapat menganggu huburagdara variabel
ketersediaan infrastruktur dan variabel dependaseptase penduduk miskin.
Variabel kontrol tidak menjadi pokok bahasan dapenelitian ini.

Dengan menggunakan metode analisis regresi datal gmrbantuan
eviews untuk data yang tercantum dalam Lampiran 1 sacagan Lampiran 7,

didapatkan model dengan estimasi parameter sebaghkit (Tabel 4.1):
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Tabel 4.1. Model Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur

Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

(Variabel Dependen : Persentase Penduduk Miskin)

Infrastruktur Variabel Independen F'Xlid Sl -
egresi
Variabel infrastruktur
Infrastruktur Jumlah SD - 0.085763
Pendidikan (0.045040)
— 0.260579
Jumlah SMK (0.157175)
:leesggjtgtr:” Cakupan puskesmas keliling (0291990%118243
Infrastruktur Air Kapasitas produksi efektif perusahaan a — 0.044869
Bersih bersih (0.024041)
Infrastruktur Panjang jaringan distribusi listrik - 0.160066
Ketenagalistrikan jang jaring (0.084646)
Infrastruktur Cakupan ¢overage) jalan (kilometer per - 0.339619
Perhubungan Darg kilometer persegi luas wilayah) (0.181099)
Variabel Kontrol
Lingkungan Distribusi Persentase PDRB tanpa Migas 0.127929
ekonomi atas Dasar Harga Konstan 2000 Lapang (0.058466)
(karakteristik Usaha — Pertanian
regional) : -0.024440
Laju Pertumbuhan PDRB (0.037991)
. : 0.070595
Tingkat Inflasi (0.017501)
Karakteristik Kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi -1.967511
komunitas Bank Penyalur (milyar rp) dibagi dengan (1.990770)
PDRB tanpa migas atas dasar harga
konstan 2000
Karakteristik Rata - Rata Besarnya Anggota Rumah 0.990850
rumah tangga Tangga (0.647482)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -0.054758
(TPAK) Dari Penduduk Berumur 15 Taht (0.043656)
Ke Atas tahun
ﬁzzsﬁﬁnsnk Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tah (696057177177645
Persentase penduduk yang mempunyai -0.095940
keluhan kesehatan selama sebulan yang (0.035992)
lalu

Keterangan: Angka dalam kurung adalah n8@indar error. Seluruh variabel infrastruktur
signifikan pada alfa 10%Adjusted R* sebesar 0.976081

Output hasil perhitungan dengan bantussftware eviews disajikan pada

Lampiran 8.
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4.1.2 Pemilihan Model Terbaik diantara PendekatanPooled Least Square,
Fixed Effect dan Random Effect

1. Pemilihan pendekatanpooled least square atau fixed effect

Hasil output eviews untuk estimasi berdasarkan metofiged effect,
sebagaimana tergambar pada Tabel 4.2, mahed least square, sebagaimana
tergambar pada Lampiran 9 dapat dilakukan uji bagai berikut:

1) Diketahui
Dasar perhitungan pemilihan pendekatd#wooled Least Square atau Fixed
Effect dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.2 : Dasar Perhitungan Pemilihan Pendekatan
Pooled Least Square atau Fixed Effect

Notasi Uraian Nilai

SSR1 | Sum Sguare Residual Pooled Least Square 6.027,926

SSR2 | Sum Sguare Residual Fixed Effect 220,9269

N Banyaknya cross section 26

T Banyaknya series 7

k Banyaknya variabel bebas 14

2) Menghitung nilai F Statistik

(SSR1 — SSR2) (6.027,926 — 220,9269)

it N—1 _ 26—1 _
F Statistik = SSR2 = 3209269 = 149,2971
NT — N —k 26 x7 — 26 — 14

3) Mendapatkan nilai F Tabel

Nilai F berdasarkan Tabel Distribusi F dengan pbdtias oo = 0,1 ; dofl =
N- 1= 25 dan dof2 = NT-N-k = 142 yang didapatkangin bantuasoftware
microsoft excel adalah sebesar 1,429963.
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4) Membandingkan nilai F statistik dengan F Tabel

Dengan F Statitik sebesar 149,2971 dan F tabelsaelde429963 maka F
statistik > F Tabel sehingga metdded effect lebih baik.

2. Pemilihan pendekatanfixed effect atau random effect

Hasil perbandingaaoutput eviews untuk estimasi berdasarkan metdicted
effect, sebagaimana tergambar pada Lampiran 8 dan metatm effect
sebagaimana tergambar pada Lampiran 10 dapat kidakuji Hausmann. Uji
Hausmann dilakukan dengan bantusoftware eviews dengan memasukkan
perintah sebagaimana tergambar pada Lampiran 1hi Niausmann yang
dihasilkan adalah sebesar 125,1428 dan nilai Glgiuare dengan probabilitas=
0,1 dan dof = k = 14 yang didapatkan dengan bantwdiware excel adalah
sebesar21,0641 Dengan demikian metodixed effect lebih baik dari pada
random effect.

4.1.3 Analisis Pelanggaran Asumsi Heterokedastisitas, Aokorelasi dan

Multikolinieritas

1. Analisis Pelanggaran Asumsi Heterokedastisitas

Heterokedastisitas berarti bahwa variabel gangguampunyai varian
yang tidak konstan. Pelanggaran asumsi ini segrjgdi pada dataross-section
dan jarang terjadi pada datigne series'. Model ini dibangun dengan bantuan
software evies yang menyediakan menwhite cross-section dan white period
untuk regresi data panel yang menegaskan pelanggatansi heterokedastisitas
dalam model telah dipertimbangkan dalam model.
2. Analisis Pelanggaran Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara satialial gangguan dengan
variabel gangguan lain. Deteksi adanya autokoreldakukan dengan metode
Durbin - Watson. Nilai statistik Durbin - Watsdd) adalahl.357789 Dengan
rule of thumb bahwa jika nilai d disekitar 2 maka tidak terjadi@korelasi maka

! Widarjono, AgusEkonometrika : Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Ekonosia,
FEUII Yogya, 200, p 126
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dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaraomsi ini pada model
dimaksud.
3. Analisis Pelanggaran Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier antara ighel independen
didalam model. Deteksi adanya multikolinieritas akliikan dengan melihat
koefisien determinasi dan banyaknya variabel inddpe yang siginifikan

mempengaruhi variabel independen.

1) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi model ditunjukkan dari nifaljusted R? yaitu sebesar
0.976081. Nilaprobablity F pada output eviews sebagaimana tergambar pada
Tabel 4.2 adalah 0,0000 berarti variabel indepersgara bersama — sama
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Banyaknya variabel independen yang siginifikan
Dengan membandingkan nilgrobablity pada output eviews sebagaimana
tergambar pada Tabel 4.2 dan Lampiran 10 dengan0,1 maka tingkat

signifikansi variabel- variabel pembentuk modettanbar pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan nilai probablity pada output eviews denga. = 0,1
Jenis : , Signifikansi
Infrastruktur por S N &ay Prob. dengana = 0,1

Infrastruktur Jumlah SD Xsp 0.0589 | Signifikan
Pendidikan Jumlah SMK Xswk | 0.0995 | Signifikan
Infrastruktur Cakupan puskesmas _ o
Kesehatan keliling Xcpusing 0.0280 | Signifikan
Infrastruktur Kapasitas produksi efektif,, N
Air Bersih perusahaan air bersih Xai 0.0641 |  Signifikan
Infrastruktur : e .
Ketenagalistrikan Jaringan distribusi listrik | e 0.0607 | Signifikan
Infrastruktur . .
Perhubungan Dara?akupan jalan Xejin 0.0628 | Signifikan

2 Disajikan tanpa variabel kontrol yang bukan bagian dari penelitian ini
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Kedua kondisi ini menunjukkan tidak terjadi multikderitas.

4.2 Analisis Model Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Terhadap

Kemiskinan Di Indonesia

1. Analisis tanda koefisien (positif atau negatif)
Dari hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabeldah Lampiran 8 dapat
disarikan infromasi mengenai tanda koefisien masiaging variabel (Tabel 4.4).

Tabel 4.4 :
Nilai dan Tanda Koefisien dalam Model

Jenis Variabel Notasi Nilai Tanda
Infrastruktur Koefisien | Koefisien

Infrastruktur Jumlah SD Xso -0.086 | Negatif
Pendidikan

Jumlah SMK Xsmk -0.260 | Negatif
Infrastruktur

Cakupan puskesmas )
Kesehatan ke'lllnpg P XCPuinng -2.199 Negatlf
Infrastruktur Air Kapasitas produksi
Bersih efektif perusahaan air | Xy -0.045 | Negatif

bersih
Infrastruktur Jaringan distribusi listrik X -0.160| Negatif
Ketenagalistrikan 9 Jist ! 9
Infrastruktur : .
Perhubungan Daragakupan jalan Xejin - 0.339| Negatif

Seluruh tanda koefisien variabel adalah negatif.itianenunjukkan bahwa :

a. semakin besar ketersediaan infrastruktur pendidik@amy dicerminkan dari
jumlah SD dan jumlah SMK, maka persentase pendudigkin akan
semakin rendah

b. semakin besar ketersediaan infrastruktur kesehgaaug dicerminkan dari
besaran cakupan puskesmas keliling, maka persepéasiduk miskin akan

semakin rendah
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c. semakin besar ketersediaan infrastruktur air beysihg dicerminkan dari
kapasitas produksi efektif perusahaan air bersidikarpersentase penduduk
miskin akan semakin rendah

d. semakin besar ketersediaan infrastruktur ketersigkin yang dicerminkan
dari panjang jaringan distribusi listrik, maka parsse penduduk miskin akan
semakin rendah

e. semakin besar ketersediaan infrastruktur perhubudgeat yang dicerminkan
dari besaran cakupan jalan, maka persentase pdandoidkin akan semakin

rendah

2. Analisis nilai koefisien

Dari hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabeldah Lampiran 8 dapat
disarikan infromasi mengenai nilai koefisien masmgsing variabel dari yang
paling besar ke yang paling kecil pengaruhnya bagabel dependen persentase
penduduk miskin sebagai berikut (Tabel 4.5):

Tabel 4.5 :
Nilai Koefisien dalam Model
Notasi Variabel N Satuan
Koefisien
X _ Cakupan puskesmas 2199 Unit per kilometer persegi luas
CPusing| - keliling : wilayah provinsi
. : Kilometer per kilometer
Xeiin Cakupan jalan '0'339persegi luas wilayah provinsi
Xsmk Jumlah SMK -0.260 Ratusan Unit
Xijiist Jaringan distribusi listrik -0.16DKilometer
Xsp Jumlah SD -0.086| Ratusan Unit
Kapasitas produksi
X air efektif perusahaan air -0.045 | Ribuan liter per detik
bersih

Tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan puskesnibisgkenerupakan variabel

ketersediaan infrastruktur yang paling berpengaedmadap persentase penduduk
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miskin, diikuti dengan variabel cakupan jalan, jamISMK, jaringan distribusi
listrik, jJumlah SD dan kapasitas produksi efekefysahaan air bersih.

Nilai koefisien masing — masing variabel diintepstkan sebagai berikut:

a. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenalkanit cakupan puskesmas
keliling di seluruh provinsi akan menurunkan petasea penduduk miskin di
seluruh provinsi sebesar 2,199%

b. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenalkésatu) unit cakupan jalan
(kilometer per kilometer persegi luas wilayah prsi) di seluruh provinsi
akan menurunkan persentase penduduk miskin diuselprovinsi sebesar
0,339%

c. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenalkdh(seratus) unit sekolah
SMK di seluruh provinsi akan menurunkan persenf@aeduduk miskin di
seluruh provinsi sebesar 0,260%

d. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenalkésatu) kilometerjaringan
distribusi listrik di seluruh provinsi akan menurunkan persentaselyskrk
miskin di seluruh provinsi sebesar 0,160%

e. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenalkdh(seratus) unit sekolah
SD di seluruh provinsi akan menurunkan persentaselyduk miskin di
seluruh provinsi sebesar 0,086%

f. Dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenalk®® (seribu) liter per detik
kapasitas produksi efektif perusahaan air bemih seluruh provinsiakan

menurunkan persentase penduduk miskin di seluroNirsi sebesar 0,045%

4.3  Analisis Individual Effect

Model keterkaitan ketersediaan infrastruktur dengarsentase penduduk
miskin sebagaimana digambarkan dalam output evipada Lampiran 8
menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar péproHal ini menunjukkan
bahwa bila terjadi perubahan pada semua variadependen baik antar individu
maupun antar waktu,, maka dampaknya akan berbes#didp provinsi.

Berdasarkan nilai pada Tabel 4.6 dapat diintepilea bahwa bila terjadi
perubahan pada semua variabel bebas baik antaidadnaupun antar waktu,

maka provinsi Jawa Timur akan mendapatkan pengamdividu terhadap
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persentase penduduk miskin relatif lebih besar Gt3andingkan dengan
Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya diikuti lol€rovinsi Jawa Tengah
sebesar 42,61, Jawa Barat sebesar 39,93, Papesasd&®,82 dan seterusnya
sampai yang terakhir adalah Provinsi Kalimantaratdel sebesar 1,25. Semuanya
adalah relatif terhadap Provinsi Kalimantan Tengahg memiliki individual
effect paling rendah diantara semua provinsi diofrebia. Tabel berikut

menyajikan individual effect ke-26 provinsi.

Tabel 4.6 :
Individual Effect 26 Provinsi
No Provinsi Nilai Individugl
Effect Relatif
1 | Jawa Timur 43,90
2 | Jawa Tengah 42,61
3 | Jawa Barat 39,93
4 Papua 30,82
5 Nusa Tenggara Timur 20,38
6 | Nanggroe Aceh Dar. 19,73
7 | Nusa Tenggara Barat 19,56
8 Sumatera Utara 18,48
9 Lampung 15,74
10 | DI Yogyakarta 15,56
11 | Sulawesi Utara 12,70
12 | Maluku 12,27
13 | Sulawesi Tengah 12,03
14 | Sulawesi Selatan 11,87
15 | Sulawesi Tenggara 11,39
16 | DKI Jakarta 11,26
17 | Sumatera Selatan 11,00
18 | Bengkulu 10,27
19 | Kalimantan Barat 8,66
20 | Sumatera Barat 6,27
21 | Riau 4,83
22 | Kalimantan Timur 4,53
23 | Jambi 2,18
24 | Bali 1,48
25 | Kalimantan Selatan 1,25
26 | Kalimantan Tengah 0,00
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4.4 Analisis  Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Penangguangan

Kemiskinan dan Pembangunan Infrastruktur

Dalam sub bab ini dilakukan analisis ekonomi daplikasi kebijakan
penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infkastruModel Keterkaitan
Ketersediaan Infrastruktur terhadap Kemiskinanndiohesia sebagaimana telah
diuraikan diatas menunjukkan bahwa kerangka am&éterkaitan infrastruktur
dengan penanggulangan kemiskinan menurut Ifzaldah Ernesto M. Pernia
(2003) yang menyatakan bahwa investasi dalam infiktsir merupakan area
intervensi bagi upaya pengurangan kemiskinan, dagéonfirmasikan
penerapannya di Indonesia. Area intervensi ke@inakPemerintah untuk
penanggulangan kemiskinan menurut hasil penelimnadalah infrastruktur
pendidikan, kesehatan, perhubungan darat, air hhedan ketenagalistrikan.
Analisis difokuskan pada perencanaan dan kebijaleaanggulangan kemiskinan
dan pembangunan infrastruktur dalam RPJM tahun-2009. Sasaran, program
dan kegiatan dalam RPJM tahun 2004 — 2009 dibakdmgdengan hasil
penelitian ini untuk menilai adanya program dani&eg yang sesuai dengan
hasil penelitian.

Ketersediaan infrastruktur ini merupakan syaratupdan bukan syarat
cukup dalam upaya pengurangan kemiskinan mengingasih terdapat
determinan utama kemiskinan lain selain infrastrukiAnalisis ekonomi dan
implikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan damlpangunan infrastruktur
sebagai berikut:

4.4.1 Analisis Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Penangguangan
Kemiskinan terkait Pembangunan Infrastruktur
Hasil penelitian yang menyatakan bahwa ketersedia@mastruktur
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peasentpenduduk miskin
menegaskan bahwa infrastruktur merupakan salah determinan kemiskinan di
Indonesia. Mengacu pada dokumen Strategi Nasionaharmygulangan
Kemiskinan, kemiskinan tidak lagi dipahami hanydatas ketidakmampuan

ekonomi, kemiskinan juga adalah kondisi tidak taggenya hak-hak dasar untuk
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mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yantafbebat. Pengertian
ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaangmguban. Hasil penelitian
ini menegaskan bahwa sasaran penanggulangan keamskienurut RPJM 2004
— 2009 telah berada pada arah yang tepat. Sasamaaksdid antara lain
terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutuediars/a pelayanan
pendidikan dasar yang bermutu dan merata, terbak&egempatan kerja dan
berusaha dan terpenuhinya kebutuhan air bersih ataan bagi masyarakat
miskin.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan yangsdihakan dalam
rangka mencapai sasaran dimaksud juga telah tepatisdengan hasil analisis
model Ketersediaan Infrastruktur Terhadap Kemigkida Indonesia. Program
yang tepat dan sesuai dengan hasil penelitian padannya adalah pengadaan
sarana prasarana untuk meningkatkan akses maslyar8&saran dan Program
Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJM 2004 — 200§ sesuai dengan Hasil
Analisis Model Ketersediaan Infrastruktur Terhad&pmiskinan di Indonesia

tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 4.7 :
Sasaran dan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam
RPJM Tahun 2004 — 2009 yang sesuai dengan
Hasil Analisis Model

S P Uraian Program yang Terkait
asaran rogram dengan Hasil Penelitian
Terpenuhinya Program Upaya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
pelayanan kesehatanKesehatan Masyarakatsarana dan prasarana puskesmas |dan
yang bermutu jaringannya;
Tersedianya Program Wajib Belajaf Penyediaan sarana dan prasarana
pelayanan Pendidikan Dasar pendidikan yang berkualitas, terutama
pendidikan dasar Sembilan Tahun untuk daerah perdesaan, wilayah
yang bermutu dan terpencil dan kepulauan
merata
Terbukanya Program Penyediaan infrastruktur dan jaringan
kesempatan kerja | Pemberdayaan Usaha pendukung bagi usaha mikro sefta
dan berusaha Skala Mikro kemitraan usaha.
Program PeningkatanPembangunan dan perluasan sistem
Prasarana Dan Saranh#&ransportasi, listrik, air  bersih,
Perdesaan. telekomunikasi dan pengairan (di
perdesaan
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Uraian Program yang Terkait

Sasaran Program dengan Hasil Penelitian
Pengembangan sarana produksi dan
distribusi hasil-hasil perdesaan.

Program Pembangunan sarana dan prasarana
Pengembangan ekonomi, sosial dan budaya dalam

Kawasan Tertinggal | kerangka mendukung pengembangan
ekonomi lokal pada kawasan-kawasan
tertinggal seperti listrik, sistem
transportasi, jalan, pelabuhan, pir
bersih, pusat-pusat pengembangan [dan

penelitian telekomunikasi, dan
informasi;
Terpenuhinya Program  PenyediaanPerbaikan kinerja kelembagaan PDAM
kebutuhan air bersihnDan Pengelolaan Airyang efektif dan efisien, seria
dan aman bagiBaku meningkatkan kuantitas dan kualitas
masyarakat miskin pelayanannya terutama pelayanan

sosial pada masyarakat miskin;

Program Lingkungamn Penyediaan sarana air bersih dan
Sehat sanitasi dasar, terutama di daerah
perdesaan, daerah kumuh perkotaan
dan daerah bencana;

Dan Pengelolaan Airaman secara merata bagi masyarakat
Baku

Program PenyediaTMenjamin ketersediaan air bersih dan

miskin perkotaan.

Sumber : RPJM 2004-2009 (diolah)

4.4.2 Analisis Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pembanguran

Infrastruktur

1. Analisis Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pembanguran

Infrastruktur Pendidikan

Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang dicekamdengan jumlah
unit sekolah tingkat SD dan jumlah unit sekolahkKSing berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap persentase penduduk miskenunjukkan bahwa
tersedianya sarana prasarana untuk mendapatkamipgn dan keahlian yang
diperlukan untuk bekerja dapat menurunkan persemasduduk miskin. Hasil
penelitian ini mendukung sasaran pembangunan p&adidlalam RPJM tahun
2004-2009 yaitu meningkatnya akses masyarakatdephpendidikan.

Universitas Indonesia

Analisis keterkaitan..., Ide Juang Humantito, FE Ul, 2009.



51

Program di bidang pendidikan dalam RPJM 2004 — 2088y sesuai
dengan hasil analisis model ketersediaan infragtruterhadap kemiskinan di
Indonesia adalah Program Wajib Belajar Pendidikasdd Sembilan Tahun dan
Program Pendidikan Menengah. Program ini bertujirdok meningkatkan akses
dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan g@ngmng bermutu dan
terjangkau dengan kegiatan pokok berupa penyedszsana dan prasarana
pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunansekolah baru (USB),

ruang kelas baru (RKB), laboratorium dan perpustaka

2. Analisis Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pembanguran

Infrastruktur Kesehatan

Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang diceramindtengan cakupan
jumlah puskesmas keliling yang berpengaruh neg#drd signifikan terhadap
persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa peaykesehatan dasar yang
lebih mudah dan murah dapat menurunkan persentasiguk miskin. Hasil ini
memberikan penegasan bahwa sasaran pembangundmtkeselalam RPJM
tahun 2004 — 2009 telah tepat. Sasaran dimaksudhad@eningkatnya derajat
kesehatan masyarakat melalui peningkatan aksesana&sy terhadap pelayanan
kesehatan.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasarsebtg dan sesuai
dengan hasil penelitian ini adalah Program UpaysseKatan Masyarakat.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlahmeeataan, dan kualitas
pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaripgameliputi puskesmas
pembantu, puskesmas keliing dan bidan di desa.iak®y pokok yang
dilaksanakan dalam program ini antara lain adakhgpdaan, peningkatan, dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas darajarjay

3. Analisis Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pembanguran
Infrastruktur Jalan
Ketersediaan infrastruktur sektor perhubungan dgaag dicerminkan
dengan cakupan panjang jalan yang berpengaruhiinega signifikan terhadap

persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa kedmandamasyarakat
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melaksanakan kegiatan ekonomi dan mengakses dasiliilmum dapat
menurunkan persentase penduduk miskin. Hasil gemelni menegaskan bahwa
fungsi infrastruktur jalan sebagai katalisator dalanendukung pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan wilayah (RPJM 2004 — 2@@®) merupakan
infrastruktur yang sangat penting karena memililairekonomi, nilai sosial dan
nilai strategis.

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa sasap@mbangunan
infrastruktur jalan menurut RPJM 2004 — 2009 tddahada pada arah yang tepat.
Sasaran dimaksud adalah meningkatnya aksesibililayah yang sedang dan
belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasaj@an yang sesuai
dengan perkembangan kebutuhan transportasi. Sasaltam Program
Pembangunan Prasarana Jalan dalam RPJM 2004 —y20@9sesuai dengan
Hasil Analisis Model Ketersediaan Infrastruktur hiadap Kemiskinan di
Indonesia adalah Program Peningkatan/PembangunkEm &&an Jembatan.
Program ini ditujukan untuk melaksanakan optimaliggemanfaatan aset-aset

prasarana jalan yang telah dimiliki dan dibangudarsa ini

4. Analisis Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pembanguran

Infrastruktur Air Minum

Ketersediaan infrastruktur air bersih yang dicekamdengan kapasitas
produksi efektif perusahaan air bersih yang beraargnegatif dan signifikan
terhadap persentase penduduk miskin menunjukkanebkétersediaan air bersih
yang siap untuk dikonsumsi dapat menurunkan pexsergenduduk miskin. Hal
ini mendukung sasaran pembangunan air minun dal@dMRahun 2004 — 2009
yaitu meningkatnya cakupan pelayanan air minumipagn secara nasional.

Program pembangunan air minun dalam RPJM 2004 9 980g sesuai
dengan hasil penelitian ini adalah Program Pengeg#daKinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah. Program ini ditujukan wi meningkatkan cakupan
pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatdmigan prasarana dan

sarana air minum.
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5. Analisis Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pembanguran

Infrastruktur Ketenagalistrikan

Ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan yancemninkan dengan
panjang jarinngan distribusi yang berpengaruh infedan signifikan terhadap
persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa iarsed listrik dapat
menurunkan persentase penduduk miskin. Hasil gemelni menegaskan bahwa
perkembangan ekonomi memerlukan dukungan pasokaagde listrik untuk
mendorong berbagai kegiatan ekonomi untuk menihkgkatkesejahteraan
masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan pula bahwa sasaran pegwean
infrastruktur ketenagalistrikan menurut RPJM 2002009 telah berada pada arah
yang tepat. Sasaran dimaksud adalah peningkatemele&trifikasi. Sasaran dan
Program Pembangunan Prasarana Jalan dalam RPJM-2R0@9 yang sesuai
dengan Hasil Analisis Model Ketersediaan InfrastiuK erhadap Kemiskinan di
Indonesia adalah Program Peningkatan Kualitas Radayanan Sarana dan
Prasarana. Program ini bertujuan untuk memulihkanalitas jasa pelayanan
sarana dan prasarana ketenagalistrikan guna menjatersediaan tenaga listrik
yang memadai sehingga aksesibilitas masyarakak uméimperoleh tenaga listrik
semakin mudah dengan semakin memperhatikan keansiatem, efektifitas dan
efisiensi dengan harga yang wajar. Kegiatan-kagigiokok dalam program ini
yang sesuai dengan hasil penelitian adalah pembangaringan transmisi dan
distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaaglipoti rehabilitasi dan
repowering pembangkit yang ada serta melakukan aeguman pembangkit
baru.

Uraian diatas dapat disarikan dalam Tabel 4.8 yamgnunjukkan
Sasaran dan Program Pembangunan Infrastruktur dRBGM 2004 — 2009 yang
sesuai dengan Hasil Analisis Model Ketersediaanrastifuktur Terhadap

Kemiskinan di Indonesia.
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Tabel 4.8 :
Sasaran dan Program Pembangunan Infrastruktur dalam
RPJM 2004 — 2009 yang sesuai dengan Hasil Analisikdel Ketersediaan

54

Infrastruktur Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Uraian Program yang
Infrastruktur Sasaran Program Terkait dengan Hasil
Penelitian
Pendidikan Meningkatnya Program  Wajib Kegiatan  pokok program
akses masyarakatBelajar adalah penyediaan sarana dan
terhadap Pendidikan Dasarprasarana pendidikan yang
pendidikan Sembilan  Tahun berkualitas termasuk
dan Program pembangunan unit sekolah
Pendidikan baru (USB), ruang kelas bafu
Menengah. (RKB), laboratorium dar
perpustakaan
Kesehatan Meningkatnya Program  Upaya Kegiatan pokok yang
derajat kesehatanKesehatan dilaksanakan dalam program
masyarakat Masyarakat. ini antara ~ lain adalah
melalui pengadaan, peningkatan, dan
peningkatan akses perbaikan sarana dan
masyarakat prasarana puskesmas dan
terhadap jaringannya meliput
pelayanan puskesmas pembantu,
kesehatan. puskesmas keliling dan bidan
di desa.
Perhubungan | Meningkatnya Program Program ini ditujukan untuk
darat (jalan) | aksesibilitas Peningkatan/ melaksanakan optimalisasi
wilayah yang| Pembangunan pemanfaatan aset-aget
sedang dan beluiJalan dar prasarana jalan yang telah
berkembang Jembatan. dimiliki dan dibangun selama
melalui dukungar ini
pelayanan
prasarana jalan
Air Bersih Meningkatnya Program Kegiatan yang dilaksanakan
cakupan Pengembangan | dalam program ini adalah
pelayanan air Kinerja perbaikan  prasarana dan
minum perpipaan Pengelolaan  Air sarana air minum.
secara nasional | Minum
Ketenaga- Peningkatan rasip Program Kegiatan-kegiatan pokok
listrikan elektrifikasi Peningkatan dalam program ini adalah
Kualitas Jasa pembangunan jaringan
Pelayanan Sararjaransmisi dan distribusi
dan Prasarana. | termasuk pembangunan listrik
perdesaan

Sumber : RPIM 2004-2009 (diolah)
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BAB 5
PENUTUP

Simpulan dan Implikasi Kebijakan

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalah B/ dapat disimpulkan

bahwa hipotesis yang dinyatakan pada Bab 1 tetbhke yaitu:

1. Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang dicekam dari jumlah SD dan

jumlah SMK berpengaruh negatif dan signifikan tedm persentase penduduk
miskin

. Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang diceramnklari cakupan jumlah
puskesmas keliling berpengaruh negatif dan sigmifikerhadap persentase
penduduk miskin

. Ketersediaan infrastruktur air bersih yang dicekam dari jumlah kapasitas
produksi efektif perusahaan air bersih berpenganegatif dan signifikan
terhadap persentase penduduk miskin

. Ketersediaan infrastruktur ketenagalistriksan yatigerminkan dari panjang
jaringan distribusi listrik berpengaruh negatif dagnifikan terhadap persentase
penduduk miskin

. Ketersediaan infrastruktur perhubungan darat yaicgrmhinkan dari cakupan
panjang jalan berpengaruh negatif dan signifikahaigap persentase penduduk

miskin

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ketersediaafrastruktur dimaksud maka

semakin rendah persentase penduduk miskin.

Implikasi dari hasil peneltian ini terhadap kekaa dan perencanaan

pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengi persentase penduduk

miskin adalah pentingnya Pemerintah menyusun paberdasarkan nilai koefisien

variabel independen yang membentuk model, bertutuirut yaitu jumlah cakupan

puskesmas keliling, cakupan jalan, jumlah SMK,ngan distribusi listrik, jumlah
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SD dan kapasitas produksi efektif perusahaan asitbeSelain itu, substansi program
dan kegiatan yang tercantum dalam RPJM tahun 20@009 dan terkait dengan
pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemaiskerlu dilanjutkan karena

berada pada arah yang tepat sesuai dengan hadlitipen

5.2.  Kontribus dan Kelebihan serta Kelemahan Tesis

Tesis ini diharapkan berkontribusi terhadap peaelitebih lanjut mengenai
infrastruktur dan kemiskinan. Model ekonometrik gadihasilkan dapat menjadi
bahan pembanding model — model sejenis lainnya gueredapatkan model yang
lebih baik. Selain itu, simpulan hasil penelitian juga diharapkan berkontribusi
dalam meyakinkan para pembuat kebijakan dan penaacgpembangunan mengenai
pentingnya pembangunan infrastruktur di bidang lkatse, perhubungan darat, dan
pendidikan bagi upaya pengurangan kemiskinan.

Kelebihan tesis ini adalah model yang terbangumhtememperhatikan
determinan utama kemiskinan dari karakteristik Kinggan ekonomi, karakteristik
komunitas, karakteristik rumah tangga dan karadti&rindividu.

Adapun kelemahan tesis ini antara lain:

1. Belum mencakup infrastruktur yang diduga juga begpeuh terhadap
kemiskinan di Indonesia yaitu infrastruktur pergani (saluran irigasi),
infrastruktur perhubungan sungai (terutama untdvipsi — provinsi di pulau
Kalimantan), infrastruktur perhubungan laut danarad (terutama untuk
provinsi — provinsi di kawasan timur Indonesiafrastruktur perkeretaapian dan
infrastruktur telekomunikasi dan informatika.

2. Belum mempertimbangkan determinan utama kemiskidan aspek non
ekonomi (Haughton, 2009), yaitu :

a. Karakteristik Regional : belum mempertimbangkane&siklim / cuaca dan
kondisi lingkungan serta tata kelola dan manajepsmerintahan daerah
b. Karakteristik komunitas / masyarakat : belum mermpdangkan aspek

distribusi tanah, struktur sosial dan modal sosial
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c. Karakteristik rumah tangga : belum mempertimbangkspek jenis kelamin
kepala rumah tangga, dan jenis pekerjaan

d. Karakteristik Individu : belum mempertimbangkanelspmur dan etnis.

Mekanisme keterkaitan ketersediaan infrastruktumgda pengurangan
kemiskinan menurut Ali dan Pernia (2003) terjaéilaiui peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan pendapatan serta lapangga agi penduduk miskin.
Penelitian ini tidak mencakup mekanisme keterkaiiamaksud, sehingga diperlukan
penelitian khusus untuk mendapatkan pemahamanrbagaoutput / outcome dari
infrastruktur  pendidikan, kesehatan, perhubunganratda air bersih dan

ketenagalistrikan mempengaruhi kemiskinan.

53. Saran

Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah perlungeneliti variabel —
variabel ketersediaan infrastruktur lain yang dalygga mempengaruhi kondisi
kemiskinan di wilayah tertentu seperti infrastrukfoperkeretaapian, infrastruktur
perhubungan sungai dan laut, infrastruktur pertanigaringan irigasi) dan
infrastruktur telekomunikasi dan informatika dengaempertimbangkan determinan
utama kemiskinan dari aspek non ekonomi.

Saran untuk Pemerintah dalam perencanaan dan Kabijpembangunan
infrastruktur adalah perlunya memprioritaskan istiraktur di bidang kesehatan,
perhubungan darat, pendidikan, listrik dan air ibedslam rangka penanggulangan

kemiskinan.
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Prosentase Penduduk Miskin Provinsi
terhadap Seluruh Penduduk Provinsi

Lampiran 1

Provinsi 2001 | 2002 2003 2004 2005 200 20(
Nanggroe Aceh Dar. 29,8329,83| 29,76| 28,47| 28,69| 28,28/ 26,65
Sumatera Utara 11,7315,84| 15,89| 14,93| 14,68 15,01 13,90
Sumatera Barat 15,1611,57| 11,24 10,46| 10,89| 12,51 11,90
Riau 10,06| 13,61| 13,52| 13,12 11,74 12,01| 10,75
Jambi 19,71| 13,18| 12,74| 12,45 11,88| 11,37 10,27
Sumatera Selatan 14,686,97| 15,80 15,00/ 15,38| 1595 14,35
Bengkulu 21,65| 22,70| 22,69| 22,39| 22,18 23,00f 22,13
Lampung 2491 24,05| 22,63| 22,22\ 21,42 22,77 22,19
DKI Jakarta 3,14 3,42 3,42 3,18 3,61 4,57 4,61
Jawa Barat 16,2911,30| 11,23| 10,34 10,96 12,14| 11,31
Jawa Tengah 22,07| 23,06/ 21,78 21,11| 20,49| 22,19| 20,43
DI Yogyakarta 24,5320,14| 19,86| 19,14 18,95 19,15 18,99
Jawa Timur 21,64(21,91| 20,93 20,08/ 19,95 21,09| 19,98
Bali 7,87 6,89 7,34 6,85 6,72 7,08 6,63
Nusa Tenggara Barat 30,427,76| 26,34] 25,38| 25,92, 27,17| 24,99
Nusa Tenggara Timur 33,0B0,74| 28,63| 27,86 28,19| 29,34, 27,51
Kalimantan Barat 19,2315,46| 14,79| 13,91 14,24, 15,24 1291
Kalimantan Tengah 11,721,88, 11,37 10,44, 10,73 11,00 9,38
Kalimantan Selatan 11,92 8,51 8,16 7,19 7,23 8,32 7,01
Kalimantan Timur 14,04 12,20| 12,15/ 11,57 10,57 11,41 11,04
Sulawesi Utara 20,2121,67| 19,13 18,98 19,20/ 20,34, 19,39
Sulawesi Tengah 25,294,89| 23,04| 21,69 21,80 23,63 2242
Sulawesi Selatan 16,55,88| 15,85| 14,90, 14,98 17,66| 16,57
Sulawesi Tenggara 25,2@4,22| 22,84, 21,90 21,45 23,37 21,33
Maluku 24,41\ 24,41 23,39| 22,28| 22,76| 22,88| 21,56
Papua 41,8041,80, 39,03| 38,69| 40,83 41,43| 40,05

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Cakupan Jalan
(kilometer per kilometer persegi luas wilayah provinsi)

Lampiran 2

Provinsi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nanggroe Aceh Dar. 0,26 0,26 0,26 0,26 0,33 0,28 0,28
Sumatera Utara 0,38 0,46 0,40 0,39 0,49 0,48 0,48
Sumatera Barat 0,33 0,33 0,33 0,34 0,46 0,40 0,43
Riau 0,14 0,14 0,15 0,14 0,22 0,16 0,16
Jambi 0,22 0,22 0,24 0,31 0,22 0,22 0,22
Sumatera Selatan 0,18 0,19 0,20 0,19 0,26 0,21 0,21
Bengkulu 0,30 0,30 0,30 0,30 0,28 0,30 0,30
Lampung 0,34 0,34 0,36 0,35 0,32 0,34 0,34
DKI Jakarta 12,72 12,70 8,87 8,56 9,63 8,35 8,35
Jawa Barat 0,54 0,57 0,56 0,62 0,67 0,65 0,63
Jawa Tengah 0,77 0,77 0,81 0,80 0,89 0,86 0,86
DI Yogyakarta 251 251 2,51 2,52 1,54 1,55 1,55
Jawa Timur 0,68 0,67 0,69 0,67 0,75 0,78 0,78
Bali 1,12 1,12 1,27 1,25 1,24 1,29 1,29
Nusa Tenggara Barat 0,40 0,40 0,40 0,37 0,37 0,35 0,35
Nusa Tenggara Timur| 0,42 041 0,37 0,41 0,41 0,38 0,38
Kalimantan Barat 0,0 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,11
Kalimantan Tengah 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07
Kalimantan Selatan 0,21 0,21 0,24 0,22 0,18 0,23 0,23
Kalimantan Timur 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04
Sulawesi Utara 0,38 0,36 0,49 0,50 0,34 0,44 0,44
Sulawesi Tengah 0,24 0,14 0,14 0,14 0,17 0,11 0,11
Sulawesi Selatan 0,46 0,46 0,42 0,42 0,43 0,59 0,59
Sulawesi Tenggara 0,19 0,19 0,21 0,18 0,22 0,15 0,15
Maluku 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 0,11 0,11
Papua 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,04 0,04

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Departemen Didkegreri (data diolah)
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Jumlah Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
(ratusan unit)

Lampiran 3a

Provinsi 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 20(
Nanggroe Aceh Dar. 30,21 28,59| 28,72 32,14, 32,58 33,02| 33,08
Sumatera Utara 96,89 96,03| 95,96 92,82 92,97, 93,36/ 91,36
Sumatera Barat 40,15 40,08| 40,09 46,42| 46,35 40,19| 39,39
Riau 36,15| 37,00 36,96/ 38,05 38,45 38,60/ 39,45
Jambi 23,07| 23,06| 23,18 23,13] 23,14| 23,31| 23,34
Sumatera Selatan 58,4557,06| 57,39| 55,17 53,50, 53,07 52,69
Bengkulu 12,98| 12,99| 13,01| 13,02 12,95 12,75/ 13,06
Lampung 45,75 45,71| 45,67| 45,73| 45,47 45,03| 44,63
DKI Jakarta 30,84 30,56| 30,40( 30,34 30,23| 30,21| 29,96
Jawa Barat 252,2[71248,22| 248,08| 246,20| 246,06 246,75 244,12
Jawa Tengah 211,05| 207,29| 206,96, 203,31| 202,83 204,10, 197,35
DI Yogyakarta 22,38 21,35 21,15/ 20,62, 20,60, 20,01 19,05
Jawa Timur 217,06/ 211,65| 210,93| 207,71| 207,40| 208,73| 201,29
Bali 25,52| 24,50 24,25| 24,21 24,27| 24,32| 24,23
Nusa Tenggara Barat 28,9727,82| 27,88 27,85 28,64 28,84 29,44
Nusa Tenggara Timur 40,8139,76| 39,97, 41,13| 41,60 41,75 43,60
Kalimantan Barat 38,56 38,05 38,09| 41,34| 41,67 39,29| 36,26
Kalimantan Tengah 26,41 26,05 26,01] 28,30, 28,34| 24,45 24,31
Kalimantan Selatan 29,45 28,68 28,66/ 28,96, 28,99 29,08/ 28,17
Kalimantan Timur 21,89 21,53| 19,94| 21,15, 21,28| 21,38 21,38
Sulawesi Utara 29,6p 29,66, 29,63| 33,78| 34,91 31,09, 29,02
Sulawesi Tengah 22,63 23,13| 23,56| 26,85 27,41 24,86| 26,17
Sulawesi Selatan 73,4770,30| 70,75| 72,48| 72,32 73,31| 72,47
Sulawesi Tenggara 19,8019,76| 19,86| 23,59 23,84 24,09, 23,63
Maluku 25,21 26,23| 26,26| 28,42| 30,33| 30,22| 31,75
Papua 25,57 25,46| 25,31 25,21 26,49 26,28 26,47

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional

Analisis keterkaitan..., lde Juang Humantito, FE Ul, 2009.

Universitas Indonesia



Lampiran 3b

Jumlah Sekolah Tingkat Sekolah Sekolah Menengah Kejuan
(ratusan unit)

Provinsi 2001 | 2002| 2003 2004 2005 2006 20(
Nanggroe Aceh Dar. 0,50 0,50, 0,56| 0,61, 0,76 0,80 0,94
Sumatera Utara 5,12 5,50 5,50| 5,71| 5,90 5,98 6,19
Sumatera Barat 1,28| 1,31, 1,40| 1,558| 1,59 1,66 1,71
Riau 0,66/ 0,80| 0,89 1,02| 1,04 1,24 1,60
Jambi 0,51 0,55, 0,56, 0,65| 0,66 0,73 0,77
Sumatera Selatan 1,38 1,34 1,26| 1,53| 1,51 1,67 1,78
Bengkulu 0,34 0,32 0,37/ 0,39| 0,45 0,58 0,66
Lampung 1,72 1,81 1,79 1,97| 2,02 2,21 2,19
DKI Jakarta 584 594 592/ 590 5,84 591 6,05
Jawa Barat 521 6,72 7,67 9,31|10,41| 11,40, 11,53
Jawa Tengah 6,43| 7,04 7,20| 7,83| 8,52 8,81 9,17
DI Yogyakarta 145 146| 1,47| 161| 1,67 1,69 1,71
Jawa Timur 7,54 8,01| 8,21 8,65 9,19 9,63| 10,04
Bali 0,67, 0,76/ 0,77 0,88| 0,90 0,92 1,05
Nusa Tenggara Barat 0,800,31| 0,39, 0,54| 0,58 0,61 0,74
Nusa Tenggara Timur 0,55 0,63| 0,65, 0,80 0,84 0,88 0,96
Kalimantan Barat 0,66 0,87( 0,89 1,01 1,05 1,13 1,28
Kalimantan Tengah 0,38/ 0,32, 0,30 041| 0,43 0,56 0,58
Kalimantan Selatan 0,45 0,42| 0,41| 0,52| 0,57 0,57 0,61
Kalimantan Timur 0,81 0,85 0,87 1,08, 1,14 1,23 1,31
Sulawesi Utara 0,64 066| 0,71 0,73| 0,84 0,92 0,98
Sulawesi Tengah 0,35 0,37 0,43/ 0,51| 0,60 0,63 0,71
Sulawesi Selatan 155/ 191| 1,86| 2,03| 2,16 2,58 2,74
Sulawesi Tenggara 0,26 0,29| 0,34| 0,33 0,35 0,44 0,49
Maluku 0,27 0,34 0,35/ 0,52| 0,59 0,70 0,85
Papua 0,3% 0,40| 0,38 0,53| 0,64 0,74 0,82

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional
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Cakupan Jumlah Puskesmas Keliling

(unit per kilometer persegi luas wilayah provinsi)

Lampiran 4

Provinsi 2001| 2002 2003 2004 2005% 200}6 2007
Nanggroe Aceh Dar. 0,0044 0,0035 0,0000 0,0036 0,00834 0,0(#44 0,0046
Sumatera Utara 0,0039 0,0033 0,0020 0,0037 0,00B34 0,0(545 0,0058
Sumatera Barat 0,0045 0,0045 0,001y 0,0048 0,0052 0,0039 0,0086
Riau 0,0017 0,0016 0,0012 0,0017 0,008 0,0020 0,0023
Jambi 0,0026 0,0028 0,0016 0,0031 0,00R9 0,0036 0,J045
Sumatera Selatan 0,0038 0,0026 0,0029 0,0033 0,0080 0,0036 0,0042
Bengku|u 0,0058 0,0052 0,001y 0,0051 0,005 0,0066 0,d089
Lampung 0,0046 0,0043 0,0030 0,0046 0,0050 0,0061 0,9072
DKI Jakarta 0,1189 0,0973 0,0324 0,3188 0,08p4 0,1027 0,0892
Jawa Barat 0,0103 0,0104 0,0125 0,0108 0,01111 0,0124 0,0147
Jawa Tengah 0,0187 0,0204 0,0046 0,0239 0,0251 0,0265 0,0249
DI Yogyakarta 0,0412 0,0345 0,1615 0,0345 0,04p2 0,0453 0,0460
Jawa Timur 0,0173 0,0188 0,0018 0,0191 0,0196 0,0207 0,0157
Bali 0,0211 0,0284 0,0168 0,0288 0,0301 0,0233 0,0217
Nusa Tenggara Barat 0,0064 0,0058 0,0028 0,0062 0,00p4 0,0072 0,094
Nusa Tenggara Timur 0,0044 0,0042 0,0016 0,0044 0,0045 0,0046 0,0053
Kalimantan Barat 0,0019 0,0013 0,0010 0,0016 0,006 0,0024 0,0023
Kalimantan Tengah 0,0011 0,0010 0,0005 0,0009 0,000 0,0010 0,0014
Kalimantan Selatan 0,0054 0,0053 0,0022 0,0053 0,0056 0,0057 0,0065
Kalimantan Timur 0,0007 0,000 0,0008 0,0009 0,0009 0,0008 0,0013
Sulawesi Utara 0,0049 0,0046 0,0012 0,0044 0,0041 0,0(‘)59 0,0074
Sulawesi Tengah 0,0016 0,0017 0,0005 0,0018 0,009 0,0¢)21 0,0024
Sulawesi Selatan 0,0042 0,0039 0,0000 0,0040 0,0045 0,0*)78 0,0062
Sulawesi Tenggara 0,0026 0,0025 0,0055 0,0026 0,0080 0,0(|J32 0,0039
Maluku 0,0011 0,0016 0,0011 0,0018 0,001L6 0,0015 0,0013
Papua 0,0005 0,0005 0,0002 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006

Sumber : Departemen Kesehatan

Analisis keterkaitan..., lde Juang Humantito, FE Ul, 2009.

Universitas Indonesia



Lampiran 5

Kapasitas Produksi Efektif Air Bersih Perusahaan Ar Bersih

(ribuan liter per detik)

Provinsi 2001 | 2002 | 2003 2004 2005 200 2007
Nanggroe Aceh Dar. 1,212 0,81 0,81 0,52| 0,78 0,75 0,55
Sumatera Utara 6,56 6,87| 7,29| 7,39| 7,70 4,37 5,86
Sumatera Barat 1,86 197 2,09| 2,18| 2,31 2,44 2,54
Riau 2,53 2,53 2,74| 1,57| 1,56 2,77 1,99
Jambi 1,26 1,38, 1,42| 1,42| 1,32 1,77 1,66
Sumatera Selatan 3,15 3,04 4,24 3,86, 5,46 2,27 3,92
Bengkulu 0,89/ 0,58 0,88| 0,84, 0,66 0,57 0,60
Lampung 1,38 2,73| 2,36| 2,41| 1,78 1,35 1,71
DKI Jakarta 13,93 25,81| 26,14| 26,14| 31,68 5,63| 19,16
Jawa Barat 15,73 14,27|17,81| 18,76| 20,26| 13,38, 17,42
Jawa Tengah 9,32| 10,28|10,76|10,90| 11,42| 12,40 12,74
DI Yogyakarta 1,11 144| 1,45| 157| 1,56 2,23 2,16
Jawa Timur 16,79| 17,17| 16,53| 17,30 18,31 9,76| 12,88
Bali 3,08 3,84 4,11| 4,23| 4,85 3,33 4,35
Nusa Tenggara Barat 3,00 3,01, 3,08 2,26| 2,88 2,61 2,49
Nusa Tenggara Timur 0,99 0,77 0,89| 0,84| 0,84 1,02 0,92
Kalimantan Barat 1,68 1,90 1,64 1,86| 2,19 2,29 2,33
Kalimantan Tengah 0,78 0,75| 0,84| 0,90, 0,93 0,95 1,00
Kalimantan Selatan 1,89 205/ 089 1,77 1,86 2,32 2,05
Kalimantan Timur 3,64 2,52\ 2,73| 3,37| 5,95 3,00 4,31
Sulawesi Utara 1,48, 4,26| 1,52 1,58| 2,30 2,05 1,90
Sulawesi Tengah 0,52 0,47| 0,49| 0,73| 0,91 0,96 1,05
Sulawesi Selatan 3,53| 4,45 351| 3,72| 4,54 2,18 3,02
Sulawesi Tenggara 0,47 0,63| 0,62 0,68 0,71 0,57 0,69
Maluku 0,49, 0,51 0,62| 0,62| 0,73 1,11 1,05
Papua 0,68 0,95| 0,73| 0,84 0,99 1,19 1,19

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Lampiran 6

Panjang Jaringan Distribusi Listrik

(kilometer)

Provinsi 2001 | 2002 2003 2004 2005 200 2007
Nanggroe Aceh Dar. 19,6519,73| 20,07 20,03| 11,98 11,98, 11,98
Sumatera Utara 41,71342,27| 42,90| 43,98 44,34| 44,34 44,34
Sumatera Barat 13,3914,73| 15,09| 15,67, 17,57 17,57 17,57
Riau 8,96/ 9,61|10,13| 11,42| 11,42 11,42 11,42
Jambi 4,95| 5,06| 5,57 5,87 5,87 5,87 5,87
Sumatera Selatan 18,516,66| 17,49 17,49| 19,24| 19,24 19,24
Bengkulu 4,01| 4,13| 4,17 4,17 4,30 4,30 4,30
Lampung 17,02\ 17,76| 18,62| 20,88, 15,98 15,98| 15,98
DKI Jakarta 35,40 36,55/ 36,98 37,91 38,58/ 38,58 38,58
Jawa Barat 85,8888,90( 90,25| 92,65 93,19| 93,19| 93,19
Jawa Tengah 68,76| 69,24| 69,98| 73,45 77,66 77,66/ 77,66
DI Yogyakarta 10,83| 10,92| 10,95 10,94 11,59| 11,59 11,59
Jawa Timur 74,13|78,11| 78,98| 79,06| 79,44| 79,44 79,44
Bali 9,99| 10,33| 10,80 10,80, 10,80 10,80/ 10,80
Nusa Tenggara Barat 5,965,65 5,70 8,44 8,50 8,50 8,50
Nusa Tenggara Timur 7,345,80| 7,20 7,40 7,61 7,61 7,61
Kalimantan Barat 15,3915,76| 15,97 16,16 16,23| 16,23| 16,23
Kalimantan Tengah 10,73 5,62| 5,90 6,12 6,56 6,56 6,56
Kalimantan Selatan 5,4710,88| 11,71| 11,72 11,60/ 11,60 11,60
Kalimantan Timur 8,2911,95| 12,41 12,41 12,41| 12,41 1241
Sulawesi Utara 8,63| 8,57|13,96| 10,59| 11,20| 11,20f 11,20
Sulawesi Tengah 7,63 7,88 2,90 6,38 5,99 5,99 5,99
Sulawesi Selatan 21,991,99| 22,30 22,46| 22,84 22,84| 22,84
Sulawesi Tenggara 4,715,09| 5,24 5,19 5,21 521 5,21
Maluku 593| 5,93| 6,02 6,02 6,36 6,36 6,36
Papua 4,16 4,36| 4,66 5,58 5,61 5,61 5,61

Sumber : PT PLN (Persero) (data diolah)

Universitas Indonesia
Analisis keterkaitan..., lde Juang Humantito, FE Ul, 2009.



Lampiran 7a

Distribusi Persentase PDRB tanpa Migas atas Dasaratfiga Konstan 2000
Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha —
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Ré&anan

Provinsi 2000| 2001 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nanggroe Aceh Dar. 38,70| 40,04 37,4 34,78 36,25 3442 32/44 31,69
Sumatera Utara 2785 27,713 27,1% 26,53 2596 2544 24,51 24,08
Sumatera Barat 23,53 23,8) 24,552 25,08 2515 2501 24|74 24,42
Riau 23,32 25,09 24,7 23,205 22,785 22,415 21,885 21[245
Jambi 36,52| 36,61 36,14 3546 35 3446 3541 34,74
Sumatera Selatan 27,26 27,6/ 27,02% 25505 26,755 25,265 25p35 2p,09

39,77 39,77 3969 39,55
43,36 43,38 43|42 43,16
o,n 0/1 0,09 0,09
12,31 11,82 11,1 10,74

Bengkulu 39,83| 39,63 3953 39,7
Lampung 4530| 45,08 44,02 434
DKI Jakarta 0,17| 0116/ 0,14 0,1
Jawa Barat 13,06| 12,935 12,37 12,

Jawa Tengah 24,06 2351 239% 22,3
DI Yogyakarta 20,56| 2053 19,99 19,1
Jawa Timur 19,82| 19,321 18,98 184
Bali 21,68| 22,13 22,26 22,28 22,07 21,79 2154 20,85

22,49 22,4 22/04 21,37
18,91 18,84 1886 18,22
17,93 1748 17,18 16,71

w

Nusa Tenggara Barat | 29,17 27,18 26,46 26, 25,1 2554 2557 25,09

Kalimantan Barat 26,89| 25,48 2581 26,0 2542 2541 25,49 25,21
Kalimantan Tengah 43,10 43,72 45,1 41,6 3954 374 36[86 35,45
Kalimantan Selatan 26,52| 27,260 26,9% 24,5 24,74 24,7 24,61 24,53
Kalimantan Timur 18,72 17,77/ 17,02 16,3 15,65 14,86 13,66 12,73

Sulawesi Utara 26,65| 26,84 27,38 26,315 25995 26|16 26,1 26/105

Sulawesi Tengah 43,64 442 4471 452 4551 4518 44|44 43,48

Sulawesi Selatan 38,06 36,6/ 36,78 35,0 33,07 43,02 4199 40,585

Sulawesi Tenggara 37,45 37,58 37,79 37,2 37,41 37,27 36,19 35,4

Maluku 36,68 36,015 36,27 35555 34,9Y5 34{62 34,08 38,63

5
2
3
|
3
9
9
6
8
6
Nusa Tenggara Timur| 45,01| 4433 43,86 42,63 41,88 40,87 4082 39,89
2
6
3
P
5
n
6
9
5
5

Papua 17,05| 16,77, 16,45 28,49 29,99 26,975 28,08 27,16

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Lampiran 7b

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ates
Dasar Harga Konstan Tahun 2000

690
634
521
682
519
603
594
644
623

559

431
611
592
489
515
602
606
601
123

699

799

689

796

582

Provinsi 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Nanggroe Aceh Dar. (0,0925)| 0,2271  0,0552 (0,09638) (0,1012) 0,0156 0221)
Sumatera Utara 0,0398| 0,045§ 0,0481 0,0574 0,0548 0,0620 0,0
Sumatera Barat 0,0366| 0,0469 0,0526 0,0547 0,0573 0,0614 0,
Riau 0,0072| 0,0337 0,0308 0,0470 0,0599 0,0597 0,0
Jambi 0,0665| 0,0493 0,050p 0,0538 0,0557 0,0589 0,0
Sumatera Selatan 0,0386| 0,0434 0,078L 0,0396 0,0416 0,0459 0,0
Bengkulu 0,0415| 0,0473 0,053 0,0538 0,0582 0,0595 0,0
Lampung 0,0370| 0,0549 0,0576 0,0507 0,0402 0,0498 0,0
DKI Jakarta 0,0472| 0,0489 0,053L 0,0565 0,0601 0,0595 0,0
Jawa Barat 0,0377| 0,0441 0,048 0,0520 0,0574 0,0580 0,0
Jawa Tengah 0,0359| 0,0355 0,0498 0,0513 0,0535 00533 0,0
DI Yogyakarta 0,0427| 0,0450 0,0458 0,0512 0,0473 0,0370 0,0
Jawa Timur 0,0376| 0,0380 0,0478 0,0583 0,0584 0,0580 0,0
Bali 0,0354| 0,0304 0,035f 0,0462 0,0556 0,0528 0,0
Nusa Tenggara Barat | 0,0732| 0,0334 0,039p 0,0607 0,0171 0,0276 0,0
Nusa Tenggara Timur | 0,0473| 0,048§ 0,045 00534 0,0346 0,0508 0,
Kalimantan Barat 0,0269| 0,0455 0,031  0,0479  0,0469 0,0523 0,0
Kalimantan Tengah 0,0295| 0,0530 0,0491 0,055 0,0500 0,0584 0,0
Kalimantan Selatan 0,0375| 0,034 0,043f 0,0503 0,0506 0,0498 0,0
Kalimantan Timur 0,0473| 0,0174 0,018 0,0175 0,0317 0,0285 0,0
Sulawesi Utara 0,0479| 0,0469 0,0504 0,0560 0,0605 0,0674 0,
Sulawesi Tengah 0,0510| 0,0562 0,0621 0,0715 0,0757 0,082 0,0
Sulawesi Selatan 0,0511| 0,041 0,0524 0,0532 (0,0227) 0,0681 0,0
Sulawesi Tenggara 0,0501| 0,066 0,075¢ 0,0751 0,0731 0,068 0,0
Maluku 0,0082| 0,026 0,040f 0,0457 0,0509 0,0552 0,0
Papua 0,0766| 0,0522  0,0370 (0,075f) 0,2160 (0,0683) @C

56

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Analisis keterkaitan..., lde Juang Humantito, FE Ul, 2009.
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Tingkat Inflasi

Lampiran 7c

Provinsi 2000 | 2001| 2002 20082004| 2005 | 2006| 2007
Nanggroe Aceh Dar. | 9,65 | 14,14 10,57| 4,02| 7,17| 29,34| 10,51| 7,59
Sumatera Utara 5,37 | 11,89 10,17| 3,75| 7,40| 20,86| 6,77| 6,95
Sumatera Barat 10,99| 9,86|10,22| 5,55| 6,98| 20,47| 8,05| 6,90
Riau 9,67 | 13,75 10,40| 5,46| 6,57| 15,95| 5,45| 6,19
Jambi 8,40 | 10,11] 12,62| 3,79| 7,25| 16,50| 10,66| 7,42
Sumatera Selatan 8,49 | 15,15 12,25| 5,03| 8,94| 19,92| 8,44| 8,21
Bengkulu 8,21 | 10,58 10,11| 4,14| 4,67| 25,55/ 6,52| 5,00
Lampung 10,18| 12,94| 10,32| 5,44| 5,22| 21,17| 6,03| 6,58
DKI Jakarta 10,29 11,52| 9,08| 5,78| 5,87| 16,06| 6,03| 6,04
Jawa Barat 6,66 | 13,58 10,62| 4,53| 5,79| 19,07| 6,69, 6,95
Jawa Tengah 8,62 | 13,15 10,56| 3,14| 5,68 15,82| 7,11| 6,27
DI Yogyakarta 7,32 | 12,56 12,01| 5,73| 6,95| 14,98| 10,40| 7,99
Jawa Timur 9,62 | 14,10 9,38/ 3,61| 6,24| 15,89/ 6,81| 6,58
Bali 9,81 | 11,52 12,49| 4,56| 5,97 | 11,31| 4,30| 5,91
Nusa Tenggara Barat | 519 | 14,76 7,96|1,82| 6,61|17,72| 4,17| 8,76
Nusa Tenggara Timur | 10,62| 12,34| 9,77| 5,45| 8,28| 15,16| 9,72| 8,44
Kalimantan Barat 8,34 | 10,60 8,61| 5,48| 6,06| 14,43| 6,32| 8,56
Kalimantan Tengah | 10,22| 14,02| 8,39| 4,37| 6,96| 12,01| 7,74| 7,77
Kalimantan Selatan | 757 | 8,36| 9,18| 6,77| 7,52| 12,94| 11,03| 7,78
Kalimantan Timur 11,29| 10,52 10,82| 6,96 | 6,63| 16,96/ 6,01| 8,23
Sulawesi Utara 11,41 13,30| 15,22| 0,69| 6,67| 18,65 6,32| 8,58
Sulawesi Tengah 9,73 | 18,73 13,36/ 5,84| 7,01| 16,33| 8,69| 8,13
Sulawesi Selatan 9,73 | 11,77 8,25| 3,01 6,47| 15,20 7,21| 5,71
Sulawesi Tenggara | 11,25| 12,56 10,35| 2,41| 7,72| 21,45| 10,57| 7,53
Maluku 11,52| 13,92| 7,94| 4,39 4,13| 18,05| 4,96 8,14
Papua 10,23| 14,00| 13,91/ 8,39| 9,45| 14,15| 9,52| 10,35

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Analisis keterkaitan..., lde Juang Humantito, FE Ul, 2009.
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Kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Bank Penyalur (Milyar Rp)

Lampiran 7d

Provinsi 2001 | 2002| 2003 2004 2006 2006 2007
Nanggroe Aceh Dar. 1.113| 1.602 1.852  3.120 3.396  4.610  6.606
Sumatera Utara 12.426| 17.966 19.746 25.941 34.047 40.Y84 53/439
Sumatera Barat 3.346| 4.0900 5526 6.776 7.614  8.838  11.247
Riau 7.803| 8.839 10.93¢ 14.134 17.655 20.454 29.353
Jambi 1.262| 1691 2378 2903  3.592 4347 5641
Sumatera Selatan 4544 5887 6918 8091 10040 12452  9.610
Bengkulu 507 656 895  1.292 1.648 2.086  2.956
Lampung 2.207| 2.824 3520 4.648 6.242 7.919 11.657
DKI Jakarta 175.354| 200.113 235.397 288.8f8 355.076 396|230 .4967
Jawa Barat 26.235| 32,613 40.298 52214 67.824 81.355 97[761
Jawa Tengah 17.906| 22.770 24.677 34.465 42.105 47.801 56/736
DI Yogyakarta 1.773| 2.399 2922 4381 5723  6.487  7.843
Jawa Timur 29.817| 33.806 40.821 52.438 67.082 74.028 92/270
Bali 5.008| 5.864  6.62%5  7.797  9.549 10.606 12.592
Nusa Tenggara Barat 1.047| 1.446 1782 2479 3.091  3.677  4.747
Nusa Tenggara Timur 982| 1.202] 1.634 2113 2580  3.1p6  4.202
Kalimantan Barat 1.649| 2.293 2688 4111 4836 5448  6.830
Kalimantan Tengah 821| 1.039] 1.27¢ 1770 2130 2576  3.293
Kalimantan Selatan 3.342| 3.215 3576 4664 5765 6.899  9.020
Kalimantan Timur 2.931| 4.0160  5.691 8.753 11.093 12.458 15.731
Sulawesi Utara 1.725 2.122 3.077 4.174 5.006 6.259 9.433
Sulawesi Tengah 839| 1.202| 1.793 2485  3.036  3.588  4.600
Sulawesi Selatan 4788 6.916 8941 11924 15019 17.734 22.004
Sulawesi Tenggara 538 737 993  1.234 1581  1.993 908
Maluku 356 508 660 933 1278 1712 2264
Papua 782| 1.075 1.564 2071 2502 3.4R0  4.689

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Analisis keterkaitan..., lde Juang Humantito, FE Ul, 2009.
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PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan 2000 (iydr rp)

Provinsi 2001 | 2002| 2003 2004 2006 2006 2007
Nanggroe Aceh Dar. 19.136| 20.453 21.876 22261 22532 24268 26/077
Sumatera Utara 71.036| 74.326 77.995 82.675 87.240 92.699 99/085
Sumatera Barat 23.727| 24.840 26.146 27.574 19.159 30.950 32/913
Riau 45.846| 49.366 53.000 57.212 62.075 67.043 72[359
Jambi 8.724| 9.264 9778 10.412 11.062 11.986 12775
Sumatera Selatan 34.907| 30.080 38.424 40.612 44700 47.y57 51|363
Bengkulu 5.070| 5.310 5589 5.888 6239  6.611  7.009
Lampung 23.795| 24.694 26.075 27.553 28.837 30.8367 32[231
DKI Jakarta 237.399| 249.113 262.591 278.158 294.355 311|894 .0332
Jawa Barat 231.263| 241.181 253.891 268.761 292.116 310]116 .888(
Jawa Tengah 112.343| 115.763 121.272 127.2012 133.578 140/681 .0834
DI Yogyakarta 14.056| 14.689 15361 16.130 = 16.911 17.536  18/291
Jawa Timur 209.838| 217.878 228.302 241.565 255.745 270|565 .9286
Bali 17.880| 18.423 19.081  19.963 21.072 22.185 23/497
Nusa Tenggara Barat 13.074| 1351Q 14.03% 14.934 15184 15602 16/365
Nusa Tenggara Timur 8.221| 8622  9.017 9.520 9.867 10.368 10.902
Kalimantan Barat 19.838| 20.743 21.37f 22.400 23.538 24.768  26/260
Kalimantan Tengah 11.304| 11.904 12.488 13.120 14.035 14.853 15/754
Kalimantan Selatan 17.356| 17.961 18.852 19.820 22.841 23.995 25/454
Kalimantan Timur 32.420| 34.764 36.58] 39.139 42478 47.841 52/413
Sulawesi Utara 12.097| 12523 12.96 13.605 14.754 15.684 16721
Sulawesi Tengah 9.090| 9.600 10.196 10.925 11.701 12.556 13467
Sulawesi Selatan 32.199| 33514 35.280 37.116 36.377 42.102 44/811
Sulawesi Tenggara 6.063| 6.468  6.9583  7.490  8.027 8643  9.332
Maluku 4.666| 4.791] 4988 5215 5480 5784  6.122
Papua 22.913| 24.185 24.457 23538 26.125 22.593  23|742

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)
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Kredit Bank Umum berdasarkan Lokasi Bank Penyalur (Milyar Rp)
dibagi dengan PDRB tanpa migas atas dasar harga ketan 2000 (milyar rp)

Provinsi 2001 | 2002| 2003 2004 200 2006 2007
Nanggroe Aceh Dar. 0,0582| 0,0783 0,084F 0,1402 0,1507 0,1900 0,2533
Sumatera Utara 0,1749| 0,2417 02532 0,3138 0,3903 0,4400 0,5393
Sumatera Barat 0,1410| 0,1647 0,2114 0,2457 0,3974 02856 0,3417
Riau 0,1702| 0,1791 0,2068 0,2470 0,2844 0,3051  0,4057
Jambi 0,1447| 0,1825 0,2432 0,2788 0,3247 0,3627 0,4416
Sumatera Selatan 0,1302| 0,1957 0,1800 0,1992 0,2246 0,2565 0,1871
Bengkulu 0,1000| 10,1233 0,1601 0,2194 0,2641 0,3155 0,4217
Lampung 0,0928| 0,1144 0,1350 0,1687 0,2165 0,2608 0,3617
DKI Jakarta 0,7386| 0,8033 0,8964 1,0385 1,2063 1,2704 1,5284
Jawa Barat 0,1134| 0,1352 0,158  0,1943 0,2322 0,2623 0,2955
Jawa Tengah 0,1594| 0,1967 0,2035 0,2709 0,3152 0,3398 0,3806
DI Yogyakarta 0,1261| 0,1633 0,1902 0,2713 0,3384 0,3699 0,4288
Jawa Timur 0,1421| 0,1552 0,1788 0,2171 0,2623 0,2736 0,3216
Bali 0,2801| 0,3183 0,3472 0,3906 0,4532 0,4781 0,5359
Nusa Tenggara Barat 0,0801| 0,107Q 0,127p 0,1660 0,2036 0,2357  0,4901
Nusa Tenggara Timur 0,1195| 0,1394 0,1812 02220 0,2615 0,3083 0,3854
Kalimantan Barat 0,0831| 0,1103 0,125f 0,1835 0,2055 0,2200 0,2601
Kalimantan Tengah 0,0726| 0,0873 0,1022 0,1349 0,1518 0,1734 0,2090
Kalimantan Selatan 0,1926| 0,1790 0,897 0,23%3 0,2524 0,2875 0,3544
Kalimantan Timur 0,0904| 0,115§ 0,1555 0,2236 0,2611 0,2604 0,3001
Sulawesi Utara 0,1426| 0,1694 0,2374 0,3068 0,3393 0,3991 0,9641
Sulawesi Tengah 0,0923| 0,1253 0,1759 0,2275 0,2592 0,2858 0,3416
Sulawesi Selatan 0,1487| 0,2063 0,2534 0,3213 0,4129 0,4212 0,5111
Sulawesi Tenggara 0,0887| 0,1139 0,142y 0,1648 0,1970 0,2306 0,1069
Maluku 0,0763| 0,106Q 0,13283 0,1789 0,2323 0,2960 0,3698
Papua 0,0341| 0,0444 0,0639 0,080 0,0958 0,1514 0,1975

Sumber : Bl dan BPS (data diolah)
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Universitas Indonesia



Lampiran 7e

Rata - Rata Besarnya Anggota Rumah Tangga

Provinsi 2001 | 2002| 2003 2004 200b 2006 20
Nanggroe Aceh Dar. 4,20, 4,10 4,10 4,30 4,50 4,50 4,50
Sumatera Utara 4,40, 4,30 4,30 4,50 4,404 4,40| 4,40
Sumatera Barat 4,15| 4,10, 4,10| 4,20 4,20 4,20| 4,20
Riau 4,05| 4,000 3,70 4,30 4,10 4,05 4,00
Jambi 4,00 3,90, 3,90| 4,00, 4,10 4,20| 4,10
Sumatera Selatan 4,35/ 4,30 4,35| 4,20| 4,25| 4,23| 4,20
Bengkulu 435| 4,30| 4,10 4,20, 4,10f 4,10 4,10
Lampung 4,05/ 4,00f 4,00 4,20| 4,10 4,10 4,10
DKI Jakarta 3,70 3,60, 3,60 4,00 4,00/ 4,00 4,00
Jawa Barat 3,801 3,75| 3,70| 4,00, 4,00/ 4,00 4,00
Jawa Tengah 3,95, 3,90 3,80, 3,80 3,80 3,80 3,80
DI Yogyakarta 3,35 3,30, 3,20f 3,30 3,40 3,35| 3,30
Jawa Timur 3,65/ 3,60 3,50 3,700 3,70 3,70 3,70
Bali 3,85 3,80 3,70/ 3,90, 4,00, 3,95| 3,90
Nusa Tenggara Barat 3,85/ 3,804 3,70 3,80, 3,80 3,80 3,80
Nusa Tenggara Timur 4,75 4,70, 4,70 4,60, 4,70 4,70 4,70
Kalimantan Barat 4,40, 4,30\ 4,20{ 4,50, 4,40 4,45| 4,550
Kalimantan Tengah 3,75 3,70| 3,50 4,00, 4,20, 4,10| 4,00
Kalimantan Selatan 3,75 3,70, 3,60, 3,80 3,80 3,80 3,80
Kalimantan Timur 3,95/ 3,90| 3,70 4,10| 4,20, 4,20| 4,20
Sulawesi Utara 3,70 3,60, 355/ 3,80 390| 3,88 3,85
Sulawesi Tengah 4,25 4,20, 4,00 4,30 4,00/ 4,00 4,00
Sulawesi Selatan 435 430, 4,30| 4,40 4,45 4,43| 4,40
Sulawesi Tenggara 4,35 4,30 4,10 4,80| 4,40| 4,45 4,50
Maluku 495| 4,75/ 490| 4,60, 4,75 4,70 4,65
Papua 3,90, 3,80| 3,70 4,00 4,45| 4,30| 4,15

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)
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Lampiran 7f
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Dari Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas

Provinsi 2001 | 2002| 2003 2004 200b 2006 20
Nanggroe Aceh Dar. 63,78| 61,80| 66,45| 62,26| 68,44| 64,18| 64,56
Sumatera Utara 71,36 69,96/ 69,65| 65,86| 71,94| 70,15| 68,15
Sumatera Barat 67,05| 65,38/ 65,20/ 64,78| 63,78 63,73| 62,65
Riau 63,56| 62,72| 63,16| 62,20| 62,76/ 59,67 62,90
Jambi 68,13| 68,00/ 67,91| 67,25| 65,97| 65,40 67,70
Sumatera Selatan 72,24| 69,73\ 70,22| 67,99| 71,23| 67,62 68,82
Bengkulu 76,66| 70,86\ 80,11 73,46, 75,51 72,30| 75,62
Lampung 70,81| 70,32\ 70,42| 70,17, 68,86| 69,38 68,39
DKI Jakarta 61,16 60,83| 60,45| 61,93| 63,08| 62,72| 61,04
Jawa Barat 62,91| 64,36/ 62,35| 62,50| 62,92| 61,63| 61,21
Jawa Tengah 73,32\ 71,16 70,30| 71,04| 71,18 71,10| 71,22
DI Yogyakarta 70,73| 70,17\ 71,99| 71,73 71,95 70,30| 71,69
Jawa Timur 70,87| 68,87| 68,91| 68,59 69,50/ 68,89| 67,68
Bali 79,11| 76,94 77,60| 76,54| 79,06/ 75,56 76,34
Nusa Tenggara Barat 74,68| 72,40| 75,93| 72,16| 70,58| 69,10, 70,38
Nusa Tenggara Timur 76,1078,47| 76,33| 77,39 79,45| 77,23 75,49
Kalimantan Barat 70,08 71,95| 77,59\ 72,63| 73,85| 68,52 74,80
Kalimantan Tengah 70,69| 69,49| 76,38| 69,88, 73,21 75,36| 77,96
Kalimantan Selatan 73,56 74,21| 73,17 73,95 71,17| 68,11 68,55
Kalimantan Timur 65,40| 63,66 66,90 61,01 64,73| 63,28| 63,46
Sulawesi Utara 61,59| 59,39 59,62| 61,30/ 62,59| 61,31| 65,30
Sulawesi Tengah 71,06| 71,69/ 68,59| 68,50, 66,90/ 63,73| 65,81
Sulawesi Selatan 60,79| 62,32 67,06| 66,01| 63,33| 59,16| 61,98
Sulawesi Tenggara 69,57| 69,26 76,96| 74,74 71,08| 65,21| 70,77
Maluku 69,76| 65,37\ 70,30| 66,84 64,53| 65,22| 65,37
Papua 79,61| 76,68 73,64| 76,99, 78,25| 74,81| 73,64

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)
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Lampiran 79

Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12

Provinsi 2001 | 2002| 2003} 2004 2006 2006 20
Nanggroe Aceh Dar. 98,84| 98,84 98,05| 98,67| 97,81 98,88| 98,70
Sumatera Utara 97,72| 96,96 98,25| 97,64 98,04| 98,19| 94,68
Sumatera Barat 96,24| 96,17| 96,94| 97,11| 97,04 97,71 92,61
Riau 96,36| 96,89 97,03| 97,27 97,86| 97,73| 94,80
Jambi 96,09| 96,81 97,28 97,06| 97,84 97,20| 92,87
Sumatera Selatan 94,42 95,94| 96,29| 96,27| 97,33| 96,55| 92,95
Bengkulu 96,05| 95,95/ 96,28| 97,43| 97,15| 98,10, 96,01
Lampung 96,66| 96,06/ 96,07| 96,69| 96,95| 97,77, 95,53
DKI Jakarta 98,03 97,62 98,21 98,40, 98,67| 98,46| 92,94
Jawa Barat 94,49| 95,97| 96,54| 96,69| 96,69| 97,50| 92,37
Jawa Tengah 97,58| 97,76 97,90| 98,04| 98,34| 98,47| 95,83
DI Yogyakarta 99,20| 98,99| 98,67 98,77| 99,05| 99,35| 98,41
Jawa Timur 96,92| 96,73| 97,18| 97,43| 97,96| 98,22| 95,51
Bali 96,44| 96,82| 97,29| 98,11, 97,41| 98,27| 92,84
Nusa Tenggara Barat 94,38| 94,86| 94,72| 94,67| 96,02| 96,75| 93,95
Nusa Tenggara Timur 89,4489,66| 90,77| 93,23| 94,30| 94,00, 90,09
Kalimantan Barat 92,50 91,54\ 92,05, 95,42| 95,50| 96,53| 90,03
Kalimantan Tengah 97,15/ 97,08| 97,74| 98,42| 98,48| 98,33| 94,65
Kalimantan Selatan 95,23| 95,31| 96,34| 96,68 97,86/ 96,36 89,65
Kalimantan Timur 96,33| 97,28| 96,65| 97,66| 97,82 97,51, 96,14
Sulawesi Utara 93,11| 89,53| 93,98| 94,11| 95,55| 95,38, 90,15
Sulawesi Tengah 93,94| 94,39| 96,60| 96,04 96,76| 97,12 91,32
Sulawesi Selatan 91,25| 92,10| 92,41| 93,34| 94,88| 94,55| 86,20
Sulawesi Tenggara 93,24| 93,90/ 95,50| 94,82 96,87| 97,04| 93,40
Maluku 94,02| 97,30| 96,53| 96,98, 98,09| 97,45| 94,975
Papua 80,83| 98,60 85,75| 86,64| 86,32| 85,66, 83,98

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)
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Lampiran 7h

Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehata
Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Provinsi

Provinsi 2001 | 2002| 2003 2004 2006 2006 20
Nanggroe Aceh Dar. 25,49| 24,66| 23,83| 26,92| 30,72| 34,52| 40,81
Sumatera Utara 17,14 15,97 16,62 19,19| 19,78 21,55/ 25,40
Sumatera Barat 26,61 27,54| 24,19| 23,76| 28,40 25,69 31,74
Riau 20,31 17,46 17,59| 18,17| 25,13| 26,22, 30,46
Jambi 16,54 18,75| 17,43| 18,25| 25,50| 25,34| 21,03
Sumatera Selatan 21,60( 25,59| 23,26| 26,85 27,71 27,98| 34,14
Bengkulu 17,40| 18,65| 19,67 20,98 30,32| 24,70, 32,18
Lampung 23,59 23,63] 22,01 29,55| 30,93, 30,75| 35,98
DKI Jakarta 29,39| 2891| 27,61 29,90| 25,29| 31,38 32,16
Jawa Barat 23,50| 23,39 22,39 22,11| 21,91 25,66 29,21
Jawa Tengah 28,73| 30,98| 29,30| 29,38 27,06| 27,91| 28,49
DI Yogyakarta 32,99| 34,54| 34,25 37,81 32,73| 44,39 38,41
Jawa Timur 27,77\ 29,50 27,12 30,65| 29,11| 29,40 30,12
Bali 29,78 30,08| 28,26f 30,99| 33,01| 33,96 36,17
Nusa Tenggara Barat 29,98| 35,26| 36,22| 37,57 32,47| 35,04 37,79
Nusa Tenggara Timur 35,78| 35,69| 36,47 36,88 35,04 35,98| 45,70
Kalimantan Barat 22,72| 2595| 21,62| 2569 27,29| 27,42| 32,81
Kalimantan Tengah 19,16| 17,49| 15,99 17,51 23,41| 26,40 27,13
Kalimantan Selatan 29,25| 26,64 2537 27,29| 31,82| 30,87| 34,34
Kalimantan Timur 24,49\ 23,29| 20,42 24,13| 29,10| 30,82 27,58
Sulawesi Utara 31,92| 28,11 30,23| 32,67| 34,30| 35,24| 39,58
Sulawesi Tengah 30,52| 29,33| 27,15| 30,72 32,16| 31,61| 39,12
Sulawesi Selatan 23,82| 22,08| 18,60 21,89| 24,65| 2541| 29,88
Sulawesi Tenggara 22,60| 24,000 19,35| 23,22| 2597| 28,21| 35,64
Maluku 25,13| 23,51| 21,89 21,94| 26,52| 30,03 33,39
Papua 21,17 19,56| 17,94 22,51| 29,20 27,83| 32,15

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)
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Lampiran 8

Output Software Eviews Dengan Metodé-ixed Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/12/09 Time: 16:06

Sample: 17

Included observations: 7

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 182

White period standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 33.56320 6.016145 5.578855 0.0000
XSD? -0.085763 0.045040 -1.904158 0.0589
XSMK? -0.260579 0.157175 -1.657891 0.0995
XCPUSLING? -2.199121 0.990484 -2.220250 0.0280
XAIR? -0.044869 0.024041 -1.866362 0.0641
XJLIST? -0.160066 0.084646 -1.891007 0.0607
XCJILN? -0.339619 0.181099 -1.875327 0.0628
XAPSEK? -0.077174 0.051776 -1.490531 0.1383
XANGRT? 0.990850 0.647482 1.530314 0.1282
XTPAK? -0.054758 0.043656 -1.254317 0.2118
XSEHAT? -0.095940 0.035992 -2.665618 0.0086
XKREDITPDRB? -1.967511 1.990770 -0.988316 0.3247
XPDRBTANI? 0.127929 0.058466 2.188083 0.0303
XINF00? 0.070595 0.017501 4.033823 0.0001
XLPDRBO00? -0.024440 0.037991 -0.643296 0.5211
Fixed Effects (Cross)
_11DKI--C -3.691631
_12JABAR--C 24.97741
_13JATENG--C 27.66522
_14DIY--C 0.606249
_15JATIM--C 28.95100
_17BALI--C -13.46948
_18NTB--C 4.607014
_19NTT--C 5.433264
_1NAD--C 4776219

_20KALBAR--C -6.290847
_21KALTENG--C -14.94969

_22KALSEL--C -13.70425
_23KALTIM--C -10.41985
_24SULUT--C -2.250373
_25SULTENG--C -2.914795
_26SULSEL--C -3.077693
_27SULTRA--C -3.555745
_2SUMUT--C 3.526153
_30MAL--C -2.683086
_32PAPUA--C 15.86613
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_3SUMBAR--C
_4RIAU--C
_5JAMBI--C
_6SUMSEL--C
_7BKULU--C
_8LAMP--C

-8.674782
-10.12182
-12.76543
-3.953567
-4.677433

0.791813

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.981235 Mean dependent var
0.976081 S.D. dependent var
1.247326  Akaike info criterion
220.9269  Schwarz criterion
-275.8849  F-statistic

1.357789  Prob(F-statistic)

18.22984
8.065139
3.471263
4.175440
190.3928
0.000000
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Lampiran 9

Output Software Eviews Dengan Metodgooled least square

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares
Date: 07/12/09 Time: 15:44

Sample: 17
Included observations: 7
Cross-sections included:

26

Total pool (balanced) observations: 182
White period standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
XSD? 0.006632 0.103767 0.063915 0.9491
XSMK? 1.669429 1.621756 1.029396 0.3048
XCPUSLING? 7.233231 7.460771 0.969502 0.3337
XAIR? -0.034798 0.185666  -0.187425 0.8516
XJLIST? -0.151709 0.447012  -0.339385 0.7347
XCJLN? 0.872854 0.853643 1.022506 0.3080
XAPSEK? -0.351866 0.180884  -1.945255 0.0534
XANGRT? 4.856554 2.691653 1.804302 0.0730
XTPAK? 0.277008 0.291762 0.949431 0.3438
XSEHAT? 0.417326 0.141542 2.948420 0.0036
XKREDITPDRB? -25.21299 10.37644  -2.429830 0.0162
XPDRBTANI? 0.145362 0.186024 0.781416 0.4357
XINF0O0? 0.245319 0.120138 2.041977 0.0427
XLPDRBO00? 0.028135 0.099760 0.282031 0.7783
R-squared 0.488005  Mean dependent var 18.22984
Adjusted R-squared 0.448386  S.D. dependent var 8.065139
S.E. of regression 5.990035 Akaike info criterion 6.491875
Sum squared resid 6027.926  Schwarz criterion 6.738337
Log likelihood -576.7606  F-statistic 12.31756
Durbin-Watson stat 0.238838  Prob(F-statistic) 0.000000
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Lampiran 10

Output Software Eviews Dengan Metoddrandom Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/12/09 Time: 16:00

Sample: 17

Included observations: 7

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 182

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 26.50738 7.703049 3.441154 0.0007
XSD? 0.032351 0.021969 1.472598 0.1427
XSMK? -0.065559 0.225927 -0.290178 0.7720
XCPUSLING? -2.351620 4,940951 -0.475945 0.6347
XAIR? -0.044459 0.050978 -0.872116 0.3844
XJLIST? -0.084686 0.063129 -1.341473 0.1816
XCJILN? -0.461599 0.246331 -1.873895 0.0627
XAPSEK? -0.122995 0.054874 -2.241412 0.0263
XANGRT? 0.641675 0.814735 0.787587 0.4321
XTPAK? -0.002223 0.049378 -0.045012 0.9642
XSEHAT? -0.065783 0.035639 -1.845812 0.0667
XKREDITPDRB? -3.550399 1.426596 -2.488722 0.0138
XPDRBTANI? 0.131079 0.049854 2.629251 0.0094
XINF00? 0.083532 0.022527 3.708029 0.0003
XLPDRBO00? -0.022153 0.030225 -0.732927 0.4646
Random Effects
(Cross)
_11DKI--C 0.261078
_12JABAR--C -3.790378
_13JATENG--C 4,932692
_14DIY--C 5.337089
_15JATIM--C 5.081083
_17BALI--C -8.801641
_18NTB--C 8.506282
_19NTT--C 7.629087
_1INAD--C 8.393958

_20KALBAR--C -3.918977
_21KALTENG--C -10.17512

_22KALSEL--C -9.621279
_23KALTIM--C -5.045481
_24SULUT--C 1.800172

_25SULTENG--C 1.937081
_26SULSEL--C -4.541024
_27SULTRA--C 1.788926

Universitas Indonesia
Analisis keterkaitan..., Ide Juang Humantito, FE Ul, 2009.



_2SUMUT--C
_30MAL--C
_32PAPUA--C
_3SUMBAR--C
_4RIAU--C
_5JAMBI--C
_6SUMSEL--C
_7BKULU--C
_8LAMP--C

-2.774929
2.307990
19.72446

-6.091747

-6.343584

-7.007181

-3.555369
1.805476
2.161337

Effects Specification

Cross-section random S.D. / Rho 4.308778 0.9227
Idiosyncratic random S.D. / Rho 1.247326 0.0773
Weighted Statistics
R-squared 0.294780 Mean dependent var 1.982785
Adjusted R-squared 0.235659  S.D. dependent var 1.607640
S.E. of regression 1.405505  Sum squared resid 329.8990
F-statistic 4986103 Durbin-Watson stat 0.961341
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics

R-squared 0.256950  Mean dependent var 18.22984
Sum squared resid 8748.229  Durbin-Watson stat 0.036253

Analisis keterkaitan..., Ide Juang Humantito, FE Ul, 2009.

Universitas Indonesia



1)

2)

3)

4)

5)

Lampiran 11

Langkah Kerja Pemilihan PendekatanFixed Effect Atau Random Effect

Memasukkan perintah sebagai berikut:
a. Estimasi dengan metodédixed effect
tesismpkp.Is(F) Y? xsd? xsmk? xcpusling? xairatglixcjin? xapsek? xangrt?
xtpak? xsehat? xkreditpdrb? xpdrbtani? xinfO0? sBp0?
vector beta=tesismpkp.@coefs
matrix covar=tesismpkp.@cov
vector b_fixed=@subextract(beta,1,1,14,1)
matrix cov_fixed=@subextract(covar,1,1,14,14)

b. Estimasi dengan metodeéandom effect
tesismpkp.Is(R) Y? xsd? xsmk? xcpusling? xairatglixcjin? xapsek? xangrt?
xtpak? xsehat? xkreditpdrb? xpdrbtani? xinfO0? rHp0?
vector beta=tesismpkp.@coefs
matrix covar=tesismpkp.@cov
vector b_gls=@subextract(beta,2,1,15,1)
matrix cov_gls=@subextract(covar,2,2,15,15)

c. Perhitungan Hausmann
matrix b_diff=b_fixed - b_gls
matrix v_diff=cov_fixed - cov_qgls
matrix H=@transpose(B_diff)*@inverse(V_diff)*b_diff

Matriks dan Vector yang Tersusun
Matriks dan vector yang dihasilkan dari softwareees meliputi matriks B_DIFF,
COV_FIXED, COV_GLS dan COVAR serta vector B_FIXEB,GLS dan BETA..

Nilai Hausmann yang dihasilkan adalah sebesar 12528

Mendapatkan nilai Chi - square

Nilai chi — square dengan probabilitas= 0,1 dan dof = k = 14 yang didapatkan
dengan bantuan software excel adalah sel2ds@641

Membandingkan nilai Hausmann dengan Chi - Square
Dengan nilai Hausmarsebesal 25,1428Jan nilai chi-square sebes#l,0641maka

nilai Hausmann> nilai chi-square sehingga metoiibeed effect lebih baik dari pada
random effect.
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